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ABSTRACT

From 33 provinces and 471 districts / cities in Indonesia, only about 10
percent which have a formal delimitation, one of it is Central Java province which
has 35 districts. Central Java province has an income sources and the abundant
natural wealth in each area. Therefore, aims of this study are to proof empirically
the influence of Regionally Original Income (PAD), and General Allocation Fund
(DAU) on the allocation of Regional Expense in districts and municipalities in
Central Java.

This study uses 35 samples in Central Java, which the source is from the
Realization Report of the Estimate Income of Regional Expense (APBD) from
2007 until 2009. Method of the sample uses census method by taking the entire
population The instrument that used result is a multiple regression.

Result of this study indicates that the DAU and the PAD have a significant
impact on regional expense allocations. Furthermore, the dependence level on
regional expense allocation is more dominant to PAD than DAU.

Keyword : Regionally Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU),
the allocation of Regional Expense, The Realization Report of the
Estimate Income of Regional Expense (APBD).



ABSTRAKSI

Dari 33 provinsi dan 471 kabupaten/kota di Indamesianya sekitar 10
persen yang mempunyai penetapan batas wilayah yesigi salah satunya
provinsi Jawa Tengah yang memiliki 35 kabupatea/koProvinsi Jawa Tengah
memiliki sumber-sumber pendapatan dan kekayaan ydam melimpah di setiap
daerahnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuatuk membuktikan secara
empiris pengaruh Pendaptan Asli Daerah (PAD), damaDAlokasi Umum
(DAU) pada alokasi Belanja Daerah Pada Kabupatea/Hi Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35 ldagdirdawa Tengah
yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggarandpatdn dan Belanja Daerah
(APBD) dari tahun 2007 hingga 2009. Metode pengkmb sampel
menggunakan metode sensus dengan mengambil sgdopuiasi . Alat yang
digunakan penelitian adalah regresi linier berganda

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa DAU d@AD mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belaagaah. Jika dilihat Iebih lanjut,
tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lelwiminan terhadap PAD
daripada DAU.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Danakas® Umum (DAU),
Alokasi Belanja Daerah, Laporan Realisasi APBD.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tamutdemokratisasi
menjadi suatu fenomena global termasuk di Indon@siatutan demokratisasi ini
menyebabkan aspek transparansi dan akuntabiliedudaspek tersebut menjadi
hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasulbidbng pengelolaan
keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas pubtlalah pemberian
informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas damakinansial Pemerintah
Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (ksrtb, 2002). Pengamat
ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyatlai memperhatikan setiap
kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasask&ndesentralisasi
di lakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyebmaggpemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas rdesasit kepada daerah
diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi mi@ngelola Sumber Daya
Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapdisli Daerah, Dana
Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daefaekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsundpldikeleh Pemerintah
Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikeloleh oPemerintah Pusat

melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (H2D@R).



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pakam rencana
kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalamukeangka dan batas
maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). APB@a diartikan sebagai
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yamgujdisoleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005)ai@gdn menurut PP
Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk &00Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuaalgunan Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh ritgate Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No0.33 Tahu@4 2@entang
Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonoau kéwenangan kepada
daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya seddanya desentralisasi
keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewamamgtuk mengelola
keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Dasrallaksanakan fungsinya
secara efektif dan mendapat kebebasan dalam peilgamBeputusan
pengeluaran disektor publik maka mereka harus npatddukungan sumber-
sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asdrab (PAD), Dana
Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dardgpatan yang sah (Halim,
2009).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua pes@n daerah yang
berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optinglisanerimaan Pendapatan
Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintaldbasdengan meningkatkan

kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).



Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda- Daerah yang
memiliki kemajuan dibidang industri dan memilikikegyaan alam yang melimpah
cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibandiagrah lainnya, begitu juga
sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapdtsli Daerah. Disatu sisi
ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAIQ fiaggi dan disisi lain ada
daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yangledm

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapiadtepada umumnya
berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajakrelaibusi daerah yang
merupakan salah satu komponen dari PAD masih belemberikan konstribusi
signifikan terhadap penerimaan daerah secara kabaln Kemampuan
perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.tekabut dapat
mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangattibbeayi daerah. Peranan
Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhagebgaran daerah sangat
kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang #d%o hingga 50%. Sebagian
besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhaig@earan kurang dari 10%.
Distribusi pajak antar daerah sangat timpang kateass pajak antar daerah
sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusiadadalam pembiayaan yang
sangat rendah dan bervariasi terjadi hal ini tefadena adanya perbedaan yang
sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geofisafdampak pada biaya
relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehidagat mengakibatkan biaya
penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangatiasiva

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu trana$d paradigma dalam

penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan dihdadimana Pemerintah



Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mdalge sumber-sumber
ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawabg hasilnya
diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan yamakat di daerah.
Transformasi paradigma dalam hal ini terlatak paakpek akuntabilitas
Pemerintah Daerah dalam rangka mengelalola sunoipgibes ekonomi yang
semula bersifat akuntabilitagrtikal (kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas
horizontal (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 200@juah utama
penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk menkmkapelayanan publik
(publick service) dan memajukan perekonomian daerabh.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemeridgarah dituntut untuk
lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalamsalahfinancial. Meski begitu
Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yangasbBPana Alokasi Umum
(DAU) yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Dafamaktiknya, transfer dari
Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan ueam&ifah Daerah untuk
membiayai operasional daerah, yang oleh PemeriD@adrah “dilaporkan” di
perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adauntuk mengurangi
kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamgapainya standar pelayanan
publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006).

Dalam Undang-undang No0.32 Tahun 2004 disebutkanwdalkintuk
pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Perhefinsat akan mentransfer
Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi bn{AU), Dana Alokasi
Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dpdjak dan sumber daya

alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, PerabriDaerah mempunyai



sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan AslaibdeAD), pembiayaan,

dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggursemua dana tersebut
diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana tradsier Pemerintah Pusat
digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemédrib@erah dalam meningkatkan
pelayanannya kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber péggrdapatan
APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataarakgnan keuangan antar
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangaksanaan
desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah mdbalgi hasil berdasarkan
daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpaagian daerah. Daerah yang
mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SP#)g besar hanya
terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Pebmre Alokasi Umum terletak
pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataaasaekdn pertimbangan
atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masiaging daerah (Undang-
uundang No.33 Tahun 2004).

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada padmedara pandang
antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi UrBagi. pusat, Dana Alokasi
Umum dijadikan instrumertiorizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi
fiscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan umhéndukung
kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah manidaina Alokasi Umum
sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Danak&s Umum berdasarkan
kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasditunganfiscal needs

tidak memadai (terbatasnya data, belum ada stgredi@yanan minimum masing-



masing daerah, dan sistem penganggaran yang bedtladarkan pada standar
analisis belanja). Ditambah total pengeluaran aragg&hususnya APBD belum
mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cendedakgefisien.
Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoletiijgergunakan untuk
membiayai penyelenggaran urusan Pemerintah Daéh&hisito, dkk (2008)
mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurudanriPemerintah Daerah,
organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis.e@lgyan rincian obyek belanja.
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendaekikganaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atdaupaten/Kota yang terdiri
dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yasggpganannya dalam bidang
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antaraerféam Pusat dan
Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaran urusgib digrioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan mediat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalamtukerpeningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilisislsdan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosidnDeangka memudahkan
penilaian kewajaran biaya suatu program atau kagiabelanja menurut
kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langgudan belanja langsung.
Menurut Halim (2009) belanja tidak langsung mer@gmalbelanja yang tidak
memiliki keterkaitan secara langsung dengan petalea program dan kegiatan,
terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, supkiiah, bantuan sosial, belanja
bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidakugerd Sedangkan belanja

langsung merupakan belanja yang memiliki keterkagtacara langsung dengan



program dan kegiatan yang meliputi belanja pegallanja barang dan jasa
serta belanja modal.

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (20@6)g meneliti di
Sumatra, Bambang Prakosa (2004) yang meneliti i Ban Jawa Tengah,
Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa danliBaemperoleh hasil yaitu
PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap Belddgerah. Noni Puspita
Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hgsitu DAU memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsuSgdangkan PAD
menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhaBafanja Langsung, bahwa
PAD secara individual tidak mempengaruhi belanjegéaing.Dari hasil peneliti
sebelumnya, peneliti ingin meneliti pengaruh PADY d»AU terhadap alokasi
belanja daerah secara lebih mendalam khususny@Birdawa Tengah.

Selain itu batas wilayah yang jelas antar daeratupagan indikator yang
dapat mempengaruhi penerimaan PAD dan DAU. Sall@e9Pmenyatakan bahwa
dari 33 provinsi dan 471 kabupaten/kota di Indamebanya sekitar 10 persen
yang mempunyai penetapan batas wilayah yang resalah satunya adalah
provinsi Jawa Tengah. Penentuan batas wilayah sg®gding, sebab dengan
adanya batas wilayah antar daerah akan dapat menadkan potensi daerah
yang dimilikinya. Adanya batas wilayah yang restkan diketahui sejauh mana
batas status hukum, tanggung jawab pemerintahapajpkan, hingga untuk
menentukan luas area guna untuk menghitung posemsber daya, kepadatan
penduduk hingga dana perimbangan daerah. Sehirgggertgaruh pada berapa

besarnya pendapatan ataupun pengeluaran yang tesyda daerah tersebut. Hal



inilah yang menjadi pertimbangan penulis memilibviisi Jawa Tengah sebagai
obyek penelitian.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang teldhkwkan oleh Novi
Pratiwi (2007) yaitu Pengaruh DAU dan PAD terhagagdiksi belanja daerah
pada Kabupaten/Kota di Indonesia mengambil peripdeelitian 2003-2005
sedangkan peneliti sekarang meneliti Pengaruh Pa&DRIAU terhadap alokasi
belanja daerah menggunakan periode tahun 2007-20€8yan sampel
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, relatif lebih semgdripada peneliti
terdahulunya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti itertentuk melakukan
penelitian tentang " Pengaruh Pendapatan Adli Daerah (PAD) Dan Dana
Alokass Umum (DAU) Terhadap Alokas Belanja Daerah Pada
Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah" .

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalah y&egndkakan diatas,

maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalaagseloerikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruhadep alokasi

belanja daerah.

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhaalagasi belanja

daerah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan
Tujuan Penelitian ini adalah untuk membuktikanasg@empiris pengaruh

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi UnfU) pada alokasi



Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengahtahun 2007 hingga
2009.
1.3.2 Kegunaan Pendlitian

Beberapa kegunaan dalam penelitian ini berupa ikaisir empiris, teori
dan kebijakan, yaitu (1) kontribusi empiris padangsuh DAU dan PAD
terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten/Kotawla Jrengah; (2) konstribusi
kebijakan untuk Memberikan masukan bagi Pemeriftabat maupun Daerah
dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akiamgta(3) konstribusi teori,
sebagai bahan referensi dan data tambahan bagiitippeeeliti lainnya yang

tertarik pada bidang kajian ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun sebagai berikut. Terbagi menjada bagian. BAB 1
menjelaskan latar belakang yang mendasari muncuhagalah dalam penelitian,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitiata sestematika penulisan.
BAB Il membahas mengenai teori-teori yang melangasielitian dan menjadi
dasar acuan teori untuk menganalisis dalam peaeliserta menjelaskan
penelitian terdahulu yang terkait, menggambarkararigka teori dan menarik
hipotesis. BAB Ill menjelaskan metode penelitiamyalipakai dan sampel data
yang lebih terperinci. BAB IV memperlihatkan hdsdésil dari penelitian. BAB V
ditutup dengan kesimpulan, keterbatasan peneldi@m saran yang diberikan

untuk penelitian selanjutnya.



BAB I

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Anggaran Daerah

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta sehakan tugas yang
dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempsuau rencana yang matang
untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakamcBea-rencana tersebut yang
disusun secara matang nantinya akan dipakai selpggliman dalam setiap
langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karen&ntama-rencana pemerintah
untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat réacana tersebut
dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997).

Berbagai definisi atau pengertian anggaran menDjayasinga (2007)

dalam Nurul (2008) antara lain:

1. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Petaleridaerah dalam
mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudianrbagaidana-dana
tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah

2. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaranraliagang
diharapakan terjadi dalam satu tahun kedepan yadagsatkan atas
realisasinya masa yang lalu.

3. APBD merupakan rencana kerja operasional Petabribaerah yang

akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satg&a eupiah. APBD

10
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ini merupakan terjemahan secara moneteris dari rdekuperencanaan
daerah yang ada dan disepakati yang akan dilakemasalama setahun.
Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (BPKP5 2z20am Warsito, dkk
2008) sebagai berikut:
1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih tamwibawa,
transparansi anggaran merupakan hal yang pentifgDAmerupakan
salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yeargberikan informasi
mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat ygegalieth masyarakat
dari suatu kegiatan atau proyek.
2. Disiplin anggaran
Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengelas agar tidak
terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemésn dan
kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan angdzaams bersifat
efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipggiamgjawabkan.
3. Keadilan anggaran
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui meke pajak dan
retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Olelenka itu,
penggunaannya harus dialokasikan secara adil dgrogional agar dapat
dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran
Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembanguraans dapat

dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyafladt karena itu,
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perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuasaran, hasil dan
manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melak@feiensi dan
efektifitas.
5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu miangakan upaya
pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokagahatau input yang
telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan lataln besar dari biaya
atau input yang telah ditetapkan. Selain itu hanasnpu menumbuhkan

profesionalisme kerja setiap organisasi kerja ytarkait.

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang} perkiraan belanja
yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pataiayang diusulkan untuk
membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan phiting di dalam
penyelenggaran pemerintahan (Arif, 2Q0Adanya keterbatasan dana yang
dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa gaaggaran menjadi
mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumbex. day

Menurut Susanti (2008) dalam Nurul (2008) menjedaskahwa anggaran
tidak hanya sebagai rencana keuangan yang menetépkga dan pendapatan
pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusaham jpega merupakan alat
bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, kmorginasikan,
mengkomunikasikan, mengevalusi kinerja dan memsitivdbawahannya.
Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang gasgpeperanan penting
dalam rangka meningkatakan pelayanan publik daralahthya tercermin

kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potessi slimber-sumber
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kekayaan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencamandgan tahunan
pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan PefarakkRakyat/DPR (UU
Keuangan Negara, 2002).

2.1.2 Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemeb@iatah pada suatu
periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belaagab terdiri dari tiga
komponen utama, vyaitu unsur penerimaan, belanjan rdan belanja
pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusumplr secara bersamaan,
akan tetapi proses penyusunannya berada di lenylaagaberbeda (Halim, 2002).

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berddagadin Sekretraris
Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikamuekegiatan penyusunan
APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutinswis oleh Bagian
Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunanirpaagr dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunafabgéanbangunan disusun
oleh Bappeda (Dedy Haryadi et al, 2001 dalam Praz@07).

Menurut penelitian Pambudi (2007) belanja juga tagé&ategorikan
menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaffl): Belanja selain modal
(Belanja administrasi umum; Belanja operasi, pemaetian sarana dan prasarana
publik; Belanja transfer; Belanja tak terduga). Bblanja modal. Secara umum
belanja dalam APBD dikelompokan menjadi lima kelowgPambudi,2007),

yaitu:
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a. Belanja administrasi umum.

Merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah tigailg berhubungan

secara langsung dengan aktivitas atau pelayanalik.plelompok belanja

administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1.

Belanja pegawai merupakan pengeluaran PemerintaBraBa untuk

orang/personal yang tidak berhubungan secara laggdangan aktivitas
atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai

Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintahraldaaintuk

penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungagsung dengan
pelayanan publik.

Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran rpgate untuk biaya

perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubusgaara langsung
dengan pelayanan publik.

Belanja pemeliharaan merupukan pengeluaran PemieriDberah untuk
pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubuganaskngsung dengan

pelayanan publik.

b. Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan presarblik merupakan semua

pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubunganamleaftivitas atau

pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

1. Belanja pegawai (Kelompok Belanja Operasi damdbbaraan sarana dan

prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemeriltabrah untuk
orang/peronal yang berhubugan langsung dengan saktivitas atau

dengan kata lain merupakan belanja pegawai yarsifdtevariabel.
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2. Belanja barang (Kelompok Belanja Operasi dandlbaraan sarana dan
prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemeriltabrah untuk
penyediaan barang dan jasa yang berhubungan lapgemgan pelayanan
publik.

3. Belanja perjalanan (Kelompok Belanja OperasiBameliharaan sarana dan
prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemeridaghah untuk biaya
perjalanan pegawai yang berhubungan langsung deredayanan publik.

4. Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi [Bemeliharaan sarana
dan prasarana Publik) merupukan pengeluaran PematerDaerah untuk
pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubwagasung dengan
pelayanan publik.

. Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintdrab yang manfaatnya

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambalat@sekekayaan daerah

dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifet seperti biaya
operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi adéen;

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnygatdadinikmati secara
langsung oleh masyarakat umum.

2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatilyak secara langsung
dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsalaeh aparatur.

. Belanja transfer merupakan pengalihan uang mEmerintah daerah kepada

pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatiagembalian imbalan

maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebubnit®k belanja ini

terdiri atas pembayaran:
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a. Angsuran pinjaman.
b. Dana bantuan.
c. Dana cadangan.

e. Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yalagudlan oleh Pemerintah
Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak texdian kejadian-kejadian
luar biasa. Menurut Nurlan (2008) menyatakan bahvedanja tidak terduga
merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnyaktibeasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan beradamadan bencana sosial
yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pebhgéan atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yangdiéleip.

2.1.3 Pendapatan Adli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan aksimdki Pos
Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Rosbési Daerah, Pos
Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusah@ddndaerah, Pos Penerimaan
Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam @gs2002)Pendapatan Asli
Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah bgnagal dari sumber
ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber PendapAtdinDaerah adalah meneliti,
menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yamgadmesumber
Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti damgusahakan serta mengelola
sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingg@enmiiean hasil yang
maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah datetaksanakan

otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yangimées dari Pendapatan
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Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Dagrahg rendah, di lain pihak
menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat Badsn rendah dalam
mengelola keuangan daerah. Sebagian besar perageluzaik rutin maupun
pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, teautBana Alokasi Umum.
Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan dé?eiah Daerah adalah
menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberiammiser-sumber
penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan seswltiai dengan potensi
daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajakeddahusi diatur dalam
Undang-undang No.34 Tahun 2000 ditindaklanjuti @éengeraturan pelaksanaan
dalam PP No0.65 Tahun 2001 tentang Pajak DaerahP&aNo0.66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuaralladiberikan kewenangan
untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retril§dglim, 2009). Menurut
Brahmantio (2002) pungutan pajak dan retribusi alagrang berlebihan dalam
jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Aslabanamun dalam jangka
panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomiang yadla akhirnya akan
menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua pes@n daerah yang
berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapuonkebk Pendapatan Asli
Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapadétn, §Halim, 2002):

1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yeaspabéari pajak.
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah lyarasal dari retribusi

daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekdtamerja, jenis
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pendapatan yang berasal dari pajak daerah darbusstdaerah berdasarkan
UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Rd.ahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah, dirinci menjadi:

a. Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas: (i) Rajendaraan bermotor dan
kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaksamotor (BBNKB)
dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan blé&adaran bermotor, dan
(iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawatahtadan air
permukaan.

b. Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiasat(i) Pajak Hotel,
(i) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) PajReklame, (v) Pajak
penerangan Jalan, (vi) Pajak pegambilan Bahan iG&kalongan C,
(vii) Pajak Parkir.

c. Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: (i) R#busi Jasa Umum,
(i) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijingertentu.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengafokekayaan milik daerah
yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yangsabedari hasil
perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaaraldgang dipisahkan.
Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatarkieri

a. Bagian laba perusahaan milik daerah.

b. Bagian laba lembaga keuangan bank.

c. Bagian laba lembaga keuangan non bank.

d. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.
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2.1.4 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dsdgpatan APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemamkeuangan antar daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksaresmantdalisasi. Pembagian
dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkamatlapenghasil cenderung
menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan memparigkan kebutuhan
dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bdagrah yang potensi
fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecihakemperoleh alokasi Dana
Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerghng memiliki potensi
fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besamakemperoleh alokasi Dana
alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melilegmhdampuan APBD dalam
membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangkéangunan daerah yang
dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi g#an belanja pegawai
(Halim, 2009).

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara $2tovinsi dengan
Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanyesedtralisasi fiskal.
Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan SumbgaPdam yang kurang
dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk mendaggu ketimpangan
tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk meikée subsidi berupa DAU
kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskadepih tinggi, akan
diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yangakadan begitu juga
sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangdalam kebutuhan

pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat deahdalah diatasi dengan
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adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umumimal sebesar 26% dari
Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan lmeekan kepastian bagi
daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untukbiangan kebutuhan
pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masingrgasierah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari MAPgang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuangan antar daerah untuk
membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara ntanghDAU menurut
ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurareg26% dari

penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi damtul
Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan @@%h Dana
Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.

c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kdtatentu
ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasum untuk
Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan pordiuigaten/Kota
yang bersangkutan.

d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di ataspakan proporsi
bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. (Bamiinadrosa, 2004).

Dalam UU No0.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaka@arkewenangan
Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan tgediri dari Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), d&ana Bagi Hasil yang

terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. DisamdDama Perimbangan tersebut,
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Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sebelitipa Pendapatan Asli
Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatang sah. Kebijakan
penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepadsifah Daerah. Dana
transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakaara efektif dan efisien
oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelaygmakepada masyarakat.
Menurut Undang-undang No0.33 Tahun 2004 tentang nibamgan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebub#ia oleh suatu daerah
(Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan denganggunakan pendekatan
Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan kedsituhan
daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umuomdkgn untuk menutup
celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melafalhi potensi penerimaan

daerah yang ada.

2.2 Pendlitian Terdahulu

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (20@6)g meneliti di
Sumatra, Bambang Prakosa (2004) yang meneliti i Ban Jawa Tengah,
Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa danliBaemperoleh hasil yaitu
PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap Belddgerah. Noni Puspita
Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hgsitu DAU memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsuSgdangkan PAD
menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhaBalanja Langsung, bahwa

PAD secara individual tidak mempengaruhi belanjgsang.
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Penelitian dilakukan oleh Bambang Prakosa (200da abupaten/Kota di
Jawa Tengah dan DIY. Hasil menunjukkan bahwa sandd&emda untuk
menentukan jumlah belanja daerah suatu periode etierb Dalam tahun
bersamaan, PAD lebih dominan dari pada DAU, tatapik satu tahun kedepan,
DAU lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk pe@tudaerah tentang pajak
dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasiukintmengimbangi”
pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat &sdunya DAU).

Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupatandi pulau Sumatra
(Maemunah, 2006). Tujuan Penelitian ini untuk memkla@ bukti empiris pada
(1) pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemédridabupaten/Kota di
pulau Sumatera; (2) kemungkinan terjadinfigpaper effect pada belanja
pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Sumatera; (8¢hkeerungafiypaper effect
menyebabkan peningkatan jumlah belanja daerah;kéMungkinan adanya
perbedaanflypaper effect antara Pemerintah Kabupaten/Kota yang PAD-nya
tinggi dengan Pemerintah Kabupaten/kota yang PA®-mendah; dan terakhir
(5) pengaruh DAU dan PAD pada kategori pengeluaedtor yang berhubungan
langsung dengan publik (belanja bidang pendidikeasehatan, dan pekerjaan
umum).

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka ada $impulan yang
merupakan hasil penelitian yang telah dilakukariuydPertama, besarnya nilai
Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah meggpehi besarnya

belanja daerah (pengaruh positif). Kedua, telghadeflypaper effect pada belanja
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daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Ketigdapat pengarulilypaper
effect dalam memprediksi belanja daerah periode kedepaempat, tidak
terdapat perbedaan terjadinfigipaper effect baik pada daerah yang PAD-nya
rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di KalmmgKbta di pulau
Sumatera. Kelima atau terakhir, tidak terjfgpaper effect pada belanja daerah
bidang Pendidikan, tetapi telah terjdigpaper effect pada belanja daerah bidang
Kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari (20@8hgujiPengaruh Dana
Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PARrhadap Belanja
Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di ProWieasi Ada tiga simpulan
yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukaitu: PertamaDAU
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhatefanja langsung. Kedua,
PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yangjtipalan signifikan
terhadap belanja langsung secara parsial. Ketigd] Ban PAD secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

2.3 Kerangka Pemikiran

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri Hasil Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaseral® dan lain-lain
Pendapatan Yang Sah. Dana Alokasi Umum adalahygartaberasal dari APBN
yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataamkguan keuangan antar
daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannyamdedngka pelaksanaan
desentralisasi. Belanja daerah adalah semua pengel&emerintah Daerah pada

suatu periode anggaran. Alokasi belanja daeralritdeti belanja tidak langsung
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dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mé&ampaelanja yang tidak
memiliki keterkaitan secara langsung dengan petalea program dan kegiatan,
terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, supkilah, bantuan sosial, belanja
bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidakugerd Sedangkan belanja
langsung merupakan belanja yang memiliki keterkagtacara langsung dengan
program dan kegiatan yang meliputi belanja pegalelanja barang dan jasa
serta belanja modal.
Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran
Pengar uh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap

alokasi belanja daerah di Kabupaten/K ota Jawa Tengah

[ Pendapatan Asli Daerahw H >( Alokasi Belanja Langsun%

A Alokasi Belanja Tidak }
J Ha 'L Langsung

[ Dana Alokasi Umum

2.4 Hipotesis Penelitian
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Adli Daerah (PAD) terhadap Alokas Belanja
Daerah (ABD)
Studi tentang pengaruh pendapatan dadi@ial (own resources revenue)
terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakakbagai contoh penelitian
yang pernah dilakukan oleh Bambang Prakosa (2@4)kriy & Halim (2003)

menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan membegenggaran Belanja
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Pemerintah Daerah dikenal dengan namaspend hyphotesis. Dalam hal ini
pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikanamlepgrubahan dalam
penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan péandapajadi sebelum
perubahan pengeluaran.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkamandirian daerah,
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengkn mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsdirisberdasar aspirasi
masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untukyedismkan pendanaan
yang berasal dari daerah sangat tergantung padankeman merealisasikan
potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentukdtagi ekonomi yang mampu
menciptakan perguliran dana untuk pembangunan ligaray berkelanjutan.

Colombatto (2001) dalam Syukriy dan Halim (2003)nemukan adanya
perbedaan preferensi antara eksekutif dan ledislatam pengalokasiaspread
PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk intnalstur dan DPRD
mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikaan dkesehatan justru
mengalami penurunan. mendygawer legislatif yang sangat besar menyebabkan
diskresi atas penggunagmread PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah mpikan bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber peatala penting bagi
sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Readapsli Daerah ini
sekaligus dapat menujukan tingkat kemandirian sdatrah. Semakin banyak
Pendaptan Asli Daerah yang didapat semakin memnokagki daerah tersebut

untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tangaish tergantung pada
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Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bdPevaerintah Daerah tersebut
telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebgékn

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemebaitah pada suatu
periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdnii lo@lanja tidak langsung dan
belanja langsung. Belanja tidak langsung merupaledanja yang tidak memiliki
keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaarapraoign kegiatan, terdiri dari
belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibahtuaansosial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedanglelanja langsung
merupakan belanja yang memiliki keterkaitan sed¢angsung dengan program
dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belbajang dan jasa serta belanja
modal.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhaalagasi belanja
langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam metodan
kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas penagridan program-program
pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajibtwk meningkatkan
taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan niareliketentraman dan
ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh taghhdlanja langsun@uspita
Sari, 2009)

H; : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pasttiadap alokasi
belanja langsung(ABL).

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhattdqasi belanja tidak
langsung, karena belanja tidak langsung dialokasik&tuk membiayai Belanja

pegawai berupa gaji dan tunjangan, Belanja hibaharia bantuan sosial, Belanja
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Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan PemerintahaD&elanja Bantuan
Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Bekaja tidak tersangka.
Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari PAD aleny pertambahan karena
alokasi belanja tidak langsung cenderung digunakatiak membiayai belanja
pegawai berupa gaji dan tunjangan yang tiap tabgadi kenaikan gaji pegawai,
dibanding untuk pengalokasian belanja tidak langdamnya . Dengan adanya
kenaikan belanja pegawai mengorbankan komitmen petale untuk
mensejahterakan rakyat.

H. : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positifaap alokasi

belanja tidak langsung (ABTL).
2.4.2 Pengaruh Dana Alokass Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja

Daerah (ABD)

Untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaaromiodaerah telah
diterbitkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuaraggaara Pemerinath Pusat
dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Daeralalamid rangka
perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Dadatsatiakan atas dasar
desentralisasi, dekonsentralisasi, dan pembatuadapun sumber-sumber
pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiriRdardapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain permennyang sah.

Menurut Vidi (2007) Dana Alokasi Umum (DAU) adaldana yang berasal
dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemenat@aangan antar daerah
untuk mebiayai kebutuhan pengeluarannya di dalalake@naan desentralisasi.

Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antareeridtah Pusat dan
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Daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adaagger@han kewenangan
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Peamebaterah secara leluasa
dapat menggunakan dana ini untuk member pelayaaag lebih baik kepada
masyarakat.

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hudurRendapatan dan
Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak aldkiade 1950-an dan berbagai
hipotesis tentang hubungan diuji secara empirisyatakan bahwa pendapatan
mempengaruhi belanja. Sementara studi tentang pgngeants dari Pemerintah
Pusat terhadap keputusan pengeluaran atau Belanjeriatah Daerah sudah
berjalan lebih dari 30 tahun (Bambang Prakosa, R(dltz-Eakin,et al (1985)
dalam Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwaptardaterkaitan sangat
erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengkamjga Pemerintah Daerah.

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah mprikan bahwa Dana
Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatanipgtiagi sebuah daerah
dalam memenuhi belanjanya. Dan Dana Alokasi Umumseékaligus dapat
menujukan tingkat kemandirian suatu daerah. Sembkimyak Dana Alokasi
Umum yang diterima maka berarti daerah tersebutirmsangat tergantung
terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanyaenandakan bahwa
daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu jegalgnya (Pambudi, 2007).

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap adokelanja daerah.
Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemebatxiah pada suatu periode
anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari Jalailak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung merupakan bela@ag tidak memiliki
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keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaarapraoign kegiatan, terdiri dari
belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibahtuaansosial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedanglelanja langsung
merupakan belanja yang memiliki keterkaitan sed¢angsung dengan program
dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belbajang dan jasa serta belanja
modal (Puspita Sari, 2009).

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadapadokelanja langsung.
DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kofajuan dari pemberian
Dana Alokasi Umum ini adalah pemerataan dengan redrmapkan potensi
daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah pekddan tingkat pendapatan.
Jaminan keseimbangan penyelenggaraan PemerintahalDakalam rangka
penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakatk@iata itu DAU merupakan
sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkaggreln pada masyarakat.
Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk nezogpat pembangunan
disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerabkumembiayai kebutuhan
daerah. Jadi, DAU memiliki pengaruh terhadap bealdapgsung (Puspita Sari,
2009).

Hs; : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif &ahp alokasi

belanja langsung (ABL) .

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap adolbelanja tidak
langsung yang dialokasikan untuk membiayai belag@gawai berupa gaji dan
tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan sosiglana bagi hasil kepada

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja banemangan kepada
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Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja tigakangka. Setiap tahun
terjadi peningkatan belanja tidak langsung disebahlikeh kebijakan Pemerintah
Pusat yang terus menambah jumlah PNS, serta kena@gigp PNS. Dengan
demikian Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terlalu séigan, jika dibandingkan
dengan kenaikan gaji pegawai tersebut. Namun dndprkewajiban untuk
mengalokasikan belanja hibah sebagai komponen jbelédak langsung.

Sehingga DAU memiliki pengaruh terhadap belanjakiingsung.

H, : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif @lap alokasi

belanja tidak langsung (ABTL).
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METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Pendlitian dan Definis Operasional
3.1.1 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemebatatah pada suatu
periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belaagab terdiri dari tiga
komponen utama, vyaitu unsur penerimaan, belanjan ritan belanja
pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusumplr secara bersamaan,
akan tetapi proses penyusunannya berada di lenylaagaberbeda (Halim, 2002).
Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaygtusprogram atau
kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdi#ii belanja tidak langsung
dan belanja langsung (Halim, 2009). Belanja Da&alam penelitian ini dapat
diketahui dari pos belanja daerah dalam LaporadidadsaAnggaran Pemerintah
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2007 siaskepgan 2009.

Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidakgsung dan belanja
langsung. Belanja tidak langsung merupakan bela@ag tidak memiliki
keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaarapragn kegiatan pemerintah
yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bungdsgli, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belad@k tierduga. Rumus untuk

menghitung alokasi belanja tidak langsung (ABTLifya

31
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ABTL = belanja pegawai + belanja bunga + belanjbs&li + belanja hibah +
belanja bantuan sosial + belanja bagi hasil + l@Emtkeuangan +
belanja tidak terduga

Belanja langsung merupakan belanja yang memilikerkaitan secara
langsung dengan program dan kegiatan pemerintaly yaeliputi belanja
pegawai, belanja barang dan jasa serta belanjalr{faspita sari, 2009Rumus
untuk menghitung alokasi belanja langsung (ABL}wai

ABL = belanja pegawai + belanja barang dan jaselatja modal

3.1.2 Pendapatan Adli Daerah

Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (Padi@lah Pendapatan

Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daeraletribusi Daerah, Pendapatan

dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendajatag SahPendapatan Asli

Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dars goelanja daerah dalam

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupatea/ldotJawa Tengah dari

tahun 2007 sampai dengan 2009. Rumus untuk menghiRendapatan Asli

Daerah (PAD) yaitu:

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pletegn kekayaan daerah

yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

3.1.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang batsiimum dari

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk memndatampangan horisontal

dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuamgan daerah (Halim,

2009). Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dengan melihatri d@ana
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Perimbangan yang ada di Laporan Realisasi AnggaiRemerintah

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kaberp&ota Provinsi Jawa
Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Psrddiam penelitian mengambil
seluruh populasi dengan beberapa kriteria sebagkit:

a. Kabupaten/kota menyampaikan Laporan Realisasi ARBIDnan kepada
Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah T&0@Y hingga
2009.

b. Kabupaten/kota mencantumkan data-data mengenai BAD, dan alokasi
belanja daerah pada Laporan Realisasi APBD yangndigan dalam
penelitian ini.

Jumlah Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Real&SBBD Tahun
2007 hingga 2009 kepada situs Dirjen Perimbangaraikgan Pemerintah Daerah
sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pemeiiti dilakukan pada tahun
2007-2009 dengan data penelitian sebanyak 105 ldagirmana jumlah tersebut
diperoleh dengan rumus:

N= jumlah daerah X periode penelitian

N= 35 X 3 tahun

N= 105
3.3 Jenisdan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalahadsekunder yang

bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD KatamiKota di Jawa
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Tengah yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbang@uangan Pemerintah
Daerah di Internet. Dari laporan Realisasi APBDediteh data mengenai jumlah
realisasi anggaran Belanja Daerah, PendapatanDaslrah, dan Dana Alokasi

Umum.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data sekunder, data dikumputleargan metode
dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, gait dan menghitung
data-data yang berhubungan dengan penelitian. iBamelni menggunakan
metode sensus dengan mengambil seluruh populagu ysebanyak 35

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kaahtlSecara umum,
pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan knggeneralisasi, dengan
melakukan pengujian statistik dan steril dari peaaubjektif peneliti (Sekaran,
1992). Alat analisis yang digunakan dalam penelitia adalah analisis regresi
linier berganda. Analisis regresi berganda adalahlisss mengenai beberapa
variabel independen dengan satu variabel dependen.

Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengeariabel
independen dengan variabel dependen yang bertujotak mengestimasi nilai
rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai balriadependen yang diketahui

(Gujarati, 2003). Teknik yang digunakan untuk menondai persamaan regresi
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yaitu dengan analisibeast Squares (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan
jumlah dari kuadrat kesalahan.

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapar bagoungan antara
variabel independen dengan variabel dependen, pugiaunjukkan bagaimana
hubungan antara variabel independen dengan depenskdmningga dapat
membedakan variabel independen dengan variabehdepetersebut (Ghozali,
2006). Dimana dalam penelitian ini, dua komponem plendapatan daerah yaitu
PAD, dan DAU sebagai variabel independen, akan afl@s pengaruhnya
terhadap alokasi belanja daerah yang diukur debgéanja tidak langsung dan
belanja langsung sebagai variabel dependen.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisisesegmier masing-
masing akan dijelaskan di bawah ini:

3.5.1 Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dagiihat profil dari data
penelitian tersebut dengan hubungan yang ada a&atéabel yang digunakan
dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian iniiatzel yang digunakan adalah
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, darmagiokelanja daerah.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukatelah model dari
penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolasi dsumsi klasik. Syarat-syarat
yang harus dipenuhi adalah data tersebut harusstr#sdsikan secara normal,

tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokgsites. Untuk itu sebelum
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melakukan pengujian regresi linier berganda periakdkan lebih dahulu
pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:
3.5.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk men@pakah dalam model
regresi, variabel penganggu atau residual memdikiribusi normal. Seperti
diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilaidted mengikuti distribusi
normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji stékishenjadi tidak valid untuk
jumlah sampel kecil.

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini mgmgakan analisis
grafik. Pengujian normalitas melalui analisis dtafadalah dengan cara
menganalisis grafiknormal probability plot yang membandingkan distribusi
kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normakan membentuk satu garis
lurus diagonal, dan ploting data residual akan mibagkan dengan garis
diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data #te-titk terbesar di sekitar
garis diagonal dan penyebarannya mengikuti gaaigadial.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengahhat penyebaran
data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atamghn melihat histrogram dari
residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

» Jika data menyebar disekitar garis diagonal dangiketi arah garis diagonal
atau grafik histrogramnya menunjukan pola distiibugrmal, maka model

regresi memenuhi asumsi normalitas.
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» Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/adak mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histrogram tidak menunjukkasiapdistribusi normal,
maka model regresi tidak memenuhi asumsi normdl@aszali, 2006).

Uji statistik yang dapat digunakan untuk mengujimalitas residual adalah
uji statistik non-parametrikKolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasilKolmogrov-
Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka datgdual terdistribusi
dengan normal. Sedangkan jika hasiblmogrov-Smirnov menunjukkan nilai
signifikan dibawah 0,05 maka data residual tenthgsi tidak normal (Ghozali,
2006).
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apdkamodel regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas Z&ho 2006). Uji
multikolonieritas ini digunakan karena pada ansligigresi terdapat asumsi yang
mengisyaratkan bahwa variabel independen haruseldasb dari gejala
multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antariabel independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolotasriatau tidak yaitu
dengan melihat nilaiTolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua
ukuran ini menunjukkan setiap variabel independanakah yang dijelaskan oleh
variabel independen lainnya. Dalam pengertian $eder setiap variabel
independen menjadi variabel dependen (terikat) dieegresi terhadap variabel
independen lainnyalolerance mengukur variabilitas variabel independen yang
terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel indegen lainnya. Jadi nilai

Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (kareffa®/ 1/Tolerance).
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Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkanaaga multikolinearitas
adalah nilaiTolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF>10 (Ghozali, 2006
3.5.2.3 Uji Autokoréelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam ehodgresi berganda
linier ada korelasi antara kesalahan penganggu padade t dengan kesalahan
penganggu pada periode t-1(sebelumnya). Autokorelaacul karena observasi
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dama Jika ada masalah
autokorelasi, maka model regresi yang seharusigyafikan, menjadi tidak layak
untuk dipakai (Singgih Santoso, 2000).

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan tgtistik Durbin Watson.
Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 samap2j berarti tidak terjadi
autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk menklgteada atau tidaknya
autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (i)

Tabel 3.1

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokor elasi

Hipotesis nal Keputusan Jika
Tdk ada autokorelasi positif Tolak O<d<dl
Tdk ada autokorelasi positif No decision dlsd<du
Tdk ada autokorelasi negatif Tolak 4—dl<d<4
Tdk ada autokorelasi negatif No decision 4 —-dusd<4-dl
Tdk ada autokorelasi, positif Tdk ditolak du< d<4-du
atau negatif

Sumber: Imam Ghozali, 2006
3.5.2.4 Uji Heter oskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakadélam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual sahgamatan ke pengamatan yang

lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika meeiadari residual satu
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pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, makiautlisBymokedastisitas dan
jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Modelestgyang baik adalah tidak
terdapat heteroskedastisitas.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar motara nilai prediksi
variabel independen (ZPRED) dengan residualnya 8BE Apabila dalam
grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yagrgtur dan data tersebar secara
acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Ya whigdentifikasikan tidak
terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

3.5.3 Model Regresi

Alat analisis yang digunakan adalah analisis redrsesganda linieryang
digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan yaitD Ban DAU terhadap
pengeluaran pemerintah yang berupa alokasi betiageah (belanja langsung dan
belanja tidak langsung). Data diolah dengan bangoffware SPSS seri 16.00.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakatehanalisis regresi
variabel independen terhadap variabel dependenar@ek 1992). Ada dua
persamaan regresi, persamaan regresi adalah:

Y=o+ b X1+ b2X2+ €1

dan

Yo=a+ b1Xl+ b2X2+ €

dimana:
Y1 = Belanja Langsung
Y2 = Belanja Tidak Langsung

X1 = PAD
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X2 = DAU

BiB2 = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

3.5.4 Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur
dari Goodness of Fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diudkan nilai
koefisien determinasi, nilai statistik F dan nifatistik t. Perhitungan statistik
disebut signifikan secara statistik apabila nijastatistiknya berada dalam daerah
kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya digeirlak signifikan bila nilai uji
statistiknya berada dalam daerah dimana Ho ditef@®dm@zali, 2006).

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (88 pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabependen. Koefisien
determinasi ini digunakan karena dapat menjelagkdiaikan dari model regresi
dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tindgji koefisien determinasi
maka akan semakin baik pula kemampuan variabel peren dalam
menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol datni.sNilai R yang kecil
berarti kemampuan variabel-variabel independen niataenjelaskan variasi
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang menidskiéu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua infeirgeng dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen.
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2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakammusae variabel
independen atau bebas yang dimasukkan dalam modelpumyai pengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel dependeza{GI#906). Cara untuk
mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilatdnbgidengan nilai F tabel.
Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilaiabel, maka hipotesis alternatif
diterima artinya semua variabel independen secarsama-sama dan signifikan
mempengaruhi variabel dependen.

3.  Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statikti)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan sebejaph pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam meg&en variasi variabel
dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digian karena untuk memperoleh
keyakinan tentang kebaikan dari model regresi datemprediksi.

Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkant hitung
dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung letiiksar dibandingkan dengan nilai t
tabel maka berarti t hitung tersebut signifikanngd hipotesis alternatif diterima
yaitu variabel independen secara individual memasrtg variabel dependen.
Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melilpatalue dari masing-masing

variabel. Hipotesis diterima apabpavalue < 5 % (Ghozali, 2006).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskrips Objek Pendlitian

Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabepéfota di Propinsi
Jawa Tengah. Jumlah Pemerintah Daerah di Propeasa JTengah sendiri
berjumlah 35 Pemerintah Kabupaten/Kota. PropinsiaJdengah merupakan
Propinsi yang terletak ditengah pulau Jawa yandpatasan langsung dengan
Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istenéagyakarta.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang wmleojaiek dalam

penelitian adalah 35 Kabupaten/Kota, sebagai beriku

1. Kab.Banjarnegara
2. Kab. Banyumas
3. Kab.Batang

4. Kab. Blora

5. Kab.Boyolali

6. Kab.Brebes

7. Kab.Cilacap

8. Kab.Demak

9. Kab.Grobogan
10.Kab.Jepara
11.Kab. Karanganyar

12.Kab. Kebumen

13.Kab. Kendal
14.Kab.Klaten
15.Kab.Kudus
16.Kab. Magelang
17.Kab.Pati
18.Kab. Pekalongan
19.Kab.Pemalang
20.Kab.Purbalingga
21.Kab. Purworejo
22.Kab. Rembang
23.Kab. Semarang

24.Kab.Sragen
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25.Kab.Sukoharjo
26.Kab. Tegal
27.Kab.Temanggung
28.Kab.Wonogiri
29.Kab.Wonosobo
30.Kota Magelang
31.Kota Pekalongan
32.Kota Salatiga
33.Kota Semarang
34.Kota Surakarta

35.Kota Tegal
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Data pada penelitian ini (n) sebanyak 102, datapditkan dari laporan
realisasi APBD Tahun 2007 hingga 2009 yang selyalmenyampaikan laporan
kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan PemeriDa¢rah tahun 2007
hingga 2009, yang mencantumkan data-data mengexiaj BAU dan alokasi
belanja daerah. Setelah dilakuksmeening data, maka dapat diketahui terdapat
data outlier pada penelitian. Data outlier yang menyai karakteristik unik. Agar
tidak mengganggu pengujian dalam penelitian inikandata outlier peneliti

keluarkan dari sampel.

Tabel 4.1
Prosedur Penentuan Sampel
Prosedur Penentuan Sampel Jumlah
1. Laporan Realisasi APBD 2007-2009 105
2. Data outlier (3)
Total sampel yang dapat digunakan 102

4.2 Statistik Deskriptif

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Patata Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum, dan alokasi belanja daerah KataupgKota di Jawa Tengah
Tahun 2007-2009, maka statistik deskriptif yaitinimum, maksimum, mean,

dan standar deviasi variabel penelitian adalahgseteerikut:

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif
Std.
N |Minimum|Maximum| Mean Deviation
PAD 102 21.757 106.759 52.1813%7 17.580021
DAU 102 212.614 782.15] 493.7572] 132.30417}
B.Insng 102 125.03( 423.03q4 267.7575 62.174154
B.tdk.Lngsng 102 140.85( 877.044 464.3779¢ 151.87133f
Valid N (listwise) 102

Sumber: Data yang diolah, 2010 (dalam jutaan rupiah)
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4.2.1 Pendapatan Adli Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai  minimum selves

4.2.2

Rp 21.757.000,00. Hasil penelitian menunjukkan Bpathn Asli Daerah
terendah di Jawa Tengah diperoleh dari kota Pegatopada tahun 2008.
Oleh karena itu Kota Pekalongan masih sangat terggndengan
Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja daerahssfaingga Kota
Pekalongan harus meningkatkan PAD dengan menggals tsumber-
sumber Pendapatan Asli Daerahnya sendiri baik adogensifikasi dan

ekstensifikasi.

. .Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum eselp

Rp 106.759.000,00. Hasil penelitian menunjukkand@patan Asli Daerah
tertinggi di Jawa Tengah diperoleh dari kota Sar@kpada tahun 2009.
Oleh karena itu dengan tingginya PAD Kota Surakam&miliki
kemandirian otonomi daerah lebih besar dalam megmab@embangunan
daerah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jangah.
.Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rat&e@m) selama tiga tahun

sebesar Rp 52.181.350,00.

. .Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai standar devi sebesar

Rp 17.580.021,00 lebih kecil dari mean Rp 52.181,38% menunjukkan
bahwa distribusi data cenderung normal.

Dana Alokas Umum

Dana Alokasi Umum  memiliki nilai ~ minimum  sebesar

Rp 212.614.000,00. Hasil penelitian menunjukkan @amokasi Umum
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terendah di Jawa Tengah diperoleh dari Kota Salatigahun 2007. Ini
membuktikan Kota Salatiga dengan wilayah daeraly yiaak begitu luas
bisa mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonoegriatia

b. Dana Alokasi Umum memiliki nilai  maksimum  sebesar
Rp 782.157.000,00. Hasil penelitian menunjukkan @atokasi Umum
tertinggi di Jawa tengah diperoleh dari Kabupatdac@p di tahun 2009.
Ini membuktikan Kota Cilacap masih sangat tergamtuierhadap
Pemerintah Pusat.

c. Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata (meamlasna tiga tahun
sebesar Rp 493.757.250,00.

d. Dana Alokasi Umum memiliki nilai standar deviasi besar
Rp 132.304.171,0@bih kecil dari mean Rp 493.757.250,00 menunjukkan
bahwa distribusi data cenderung normal.

4.2.3 Belanja Langsung

a. Belanja langsung daerah memiliki nilai minimum  sEbe
Rp 125.030.000,00. Hasil penelitian menunjukkanaBgl Langsung
terendah di Jawa Tengah diperoleh dari Kota Salgiagla tahun 2007. Ini
membuktikan Kota Salatiga dengan wilayah daeraly yigak begitu luas
dan jumlah penduduknya sedikit dibandingkan dermupaten/Kota di
Jawa Tengah dapat membiyai belanja langsung daeratengan dana
sebesar Rp 125.030.000,00.

b. Belanja langsung memiliki nilai maximum sebesar 448.036.000,00.

Hasil penelitian menunjukkan Belanja Langsungnedi di Jawa Tengah



4.2.4

46

diperoleh dari Kab. Pati pada tahun 2008. Ini mektikan Kota Pati
dalam mengalokasikan sebagian besar biayanya umglainja langsung
kegiatan pembangunan daerah.

Belanja langsung memiliki nilai rata-rata (mearnps® tiga tahun sebesar
Rp 267.757.520,00.

Belanja langsung memiliki nilai standar deviasiessly Rp 62.174.154,00
lebih kecil dari mean sebesar Rp 267.757.520,00unmjekkan bahwa
distribusi data cenderung normal.

Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung memiliki nilai  minimum  sebes
Rp 140.850.000,00. Hasil penelitian menunjukkan aBj@ Tidak
Langsung terendah di Jawa Tengah diperoleh daa Kegal pada tahun
2007. Ini membuktikan Kota Tegal dalam mengalokasikbelanja
daerahnya hanya sebagian kecil untuk belanja tetagsung dan sebagian
besar dialokasikan untuk belanja langsung, sehimggat mempercepat
proses pembangunan daerah tersebut.

Belanja tidak langsung memiliki nilai  maksimum  ssdoe
Rp 877.046.000,00. Hasil penelitian menunjukkan aBj@ Tidak
Langsung tertinggi di Jawa Tengah diperoleh data I8alatiga pada tahun
2008. Ini membuktikan bahwa Kota Salatiga mengaidem belanja
daerah sebagian besar anggaran hanya untuk békalfalangsung. Hal
ini merupakan pemborosan, seharusnya lebih bestk umembiayai

belanja langsung.
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c. Belanja tidak langsung memiliki nilai rata-rata @ng selama tiga tahun
sebesar Rp 464.377.990,00.

d. Belanja tidak langsung memiliki nilai standar deviasebesar
Rp 151.871.334,00 lebih kecil dari mean sebesar4B$.377.990,00
menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik mhada. Uji asumsi klasik
yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji r@litas, uji Kolmogorov
Smirnov, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, uji hetskedasitas. Berikut ini
adalah hasil uji asumsi klasik.
4.3.1 Alokas Belanja Langsung
4.3.1.1 Hasil Uji Nor malitas

Salah satu cara termudah untuk melihat normaigsisiual adalah dengan
melihat grafik histogram yang membandingkan ante#a observasi dengan
distribusi yang mendekati normal. Namun demikiamyaa dengan melihat
histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnysyatalah sampel yang kecil.
Metode yang lebih handal adalah dengan melioammal probability plot yang
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusdrmal. Distribusi normal
akan membentuk satu garis diagonal dan ploting sidual akan dibandingkan
dengan garis diagonal. Jika distribusi data resichemmal, maka garis yang

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikwgidjagonal.
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Gambar 4.1
Nor mal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: B.Insng

Expected Cum Prob

Observed Cum Prob

Sumber: Data yang diolah, 2010

Berdasarkan keterangan grafik di atas, titik menyebisekitar garis
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, makalehaegresi memenuhi
asumsi normalitas.

Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tida&rhati-hati secara
visual kelihatan normal, padahal secara statisllrh tentu normal. Oleh karena
itu dilakukan pengujian statistik dengan cara matak uji one sample tes
Kolmogrov-Smirnov. Uiji ini digunakan untuk menghasilkan angka yaebih
detail, apakah suatu persamaan regresi yang agaRaiilolos normalitas. Suatu
persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apahilai signifikasi uji

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 (Ghoz20i06).
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Tabel 4.3
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

PAD DAU

N 102 102
Normal Parametets Mean 5.21814E] 4.93757ER

Std. Deviation 1.758002E| 1.323042EP
Most Extreme Absolute .081 .075
Differences Positive .081 .07

Negative -.044 -.073
Kolmogorov-Smirnov Z .820 . 763
Asymp. Sig. (2-tailed) 512 .606

a. Test distribution is Normal.
b. calculated from data.

Sumber data diolah, 2010

Nilai K-S untuk variabel PAD 0,820 dengan probigdd signifikansi
0,512 dengan nilai lebih besa=0,05 hal ini berarti hipotesis nol tidak dapat
ditolak atau data terdistribusi normal. Nilai K-@riabel DAU 0,762 dengan
probabilitas signifikansi 0,606 yang berarti higigenol tidak dapat ditolak atau
data terdistribusi normal.
4.3.1.2 Hasll Uji Multikoloniaritas

Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah aa model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas epewaden). Uiji
multikolinearitas dapat dilaksanakan menggunakademniegresi dan melakukan
uji korelasi antar variabel independen dengan memagkanVariance Inflation
Factor (VIF). Jika nilai tolerance value diatas 0,10 atalai Variance Inflation
Factors (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi multikolingas (Ghozali, 2006).

Hasil uji multikolinearitas pada tabel berikut:
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Tabe 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients®
Unstandardizel Standardize Collinearity
Coefficients | Coefficients Statistics
Std. _
Model B | Error Beta t | SI9.|Tolerancq VIF
1 (Constant|100.93419.091 5.287 .000
PAD 1.324 .292 .37 4.545 .000 .8101.234
DAU .199 .039 421 5.104 .00d0 .8101.234

a. Dependent Variable: B.Insng

Sumber data diolah, 2010

BerdasarkanTabel 4.4 tersebut di atas terlihat bahwa seluruh variabel
independen yaitu PAD dan DAU memiliki angkériance Inflation Factors
(VIF) di bawah 10 dengan angkalerance yang menunjukkan nilai lebih dari
0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa modelg yterbentuk tidak
terdapat adanya gejala multikolinearitas antarabeli independen dalam model
regresi.
4.3.1.3 Hasll Uji Autokolerasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan ugtistik Durbin-
Watson. Singgih (2000), bila angka D-W diantarasaZnapai +2, berarti tidak
terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006) ujitaworelsai dilakukan untuk
mengidentifikasi apakah terdapat autokorelasi antwror yang terjadi antar
periode yang diujikan dalam model regresi. Untukngstahui ada tidaknya

autokorelasi harus dilihat nilai uji D-W.
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Tabel 4.5
Hasil Uji Autokoleras

M odel Summary®

Adjusted R | Std. Error off Durbin-
Model R R Squard Square | the Estimatg Watson

1 675] 455 444  46.34956 2.113

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD
b. Dependent Variable: B.Insng

Sumber data diolah, 2010

Nilai DW sebesar 2,112, nilai ini akan dibandinagkdengan nilai tabel
menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 102 dah jumlah variabel
independen 2 (k=2). Nilai DW 2,112 lebih besar datas atas (du) 1,71 dan
kurang dari 2,28 (4-du), maka dapat disimpulkanwzakidak bisa menolak HO
yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif ategatif (sesuai tabel
keputusan) atau dapat disimpulkan tidak ada ausbdsir
4.3.1.4 Hasll Uji Heterokedasitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengujakai dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residgetu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari resicatal gengamatan ke pengamatan
lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jk@beda disebut
Heteroskedisitas. Model regresi yang baik adalaty ydomoskedasitas atau tidak
terjadi Heteroskedisitas karena datassection mengandung berbagai ukuran
(kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 2006).

Di dalam pengujian heteroskedasitas pada pemeiniadidasarkan pada

Scatterplot. Berdasarkan pengujian dengan SPSSotépegrafik Scatterplot

sebagai berikut:
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Gambar 4.2
Scatterplot

Scatterplot

Dependent Variable: B.lnsng
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Sumber: Data yang diolah, 2010

Berdasarkan grafilscatterplot terlihat titik menyebar secara acak, tidak
membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atatutesrta titik tersebar di atas
dan di bawah angka O pada sumbu Y. Dengan demdagat dikatakan bahwa
tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada madgesi.

4.3.2 Alokas Belanja Tidak Langsung
4.3.2.1Hasil Uji Normalitas

Salah satu cara termudah untuk melihat normaigsisiual adalah dengan
melihat grafik histogram yang membandingkan antea observasi dengan
distribusi yang mendekati normal. Namun demikiamyaa dengan melihat
histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnysyatalah sampel yang kecil.
Metode yang lebih handal adalah dengan melioammal probability plot yang
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusdrmal. Distribusi normal

akan membentuk satu garis diagonal dan ploting sidual akan dibandingkan
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dengan garis diagonal. Jika distribusi data resichemmal, maka garis yang
menggambarkan data sesungguhnya akan mengikigidiagonal.

Gambar 4.3
Nor mal Probability Plot

Mormal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: B.tdk.Lngsng
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Sumber: Data yang diolah, 2010

Berdasarkan keterangan grafik di atas, grafik @brplot terlihat titik
menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebgearagak menjauhi garis
diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresenyalahi asumsi
normalitas atau model regresi tidak memenuhi asaorsnalitas.

Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tida&rhati-hati secara
visual kelihatan normal, padahal secara statigllrh tentu normal. Oleh karena
itu dilakukan pengujian statistik dengan cara matak uji one sample tes
Kolmogrov-Smirnov. Uiji ini digunakan untuk menghasilkan angka yaebih
detail, apakah suatu persamaan regresi yang agakaililolos normalitas. Suatu
persamaan regresi dikatakan lolos normalitas agpahilai signifikasi uji

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006).
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Hasil uji Kolmogrov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.6. Nilai K-S untuk
variabel PAD 0,820 dengan probabilitas signifikah&12 dengan nilai lebih dari
0=0,05 hal ini berarti hipotesis nol tidak dapatotiik atau data terdistribusi
normal. Nilai K-S variabel DAU 0,762 dengan probids signifikansi 0,606

yang berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak atata terdistribusi normal.

Tabel 4.6
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

PAD DAU

N 102 107
Normal Parametets Mean 5.21814E] 4.93757Ep

Std. Deviation 1.758002E| 1.323042Ep
Most Extreme Absolute .081 .075
Differences Positive .081 .07

Negative -.044 -.073
Kolmogorov-Smirnov Z .820 .76
Asymp. Sig. (2-tailed) 512 .604

a. Test distribution is Normal.
b. calculated from data
Sumber data diolah, 2010

4.3.2.2 Hasil Uji Multikoloniaritas

Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah aa model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas epewaden). Uji
multikolinearitas dapat dilaksanakan menggunakadaintegresi dan melakukan
uji korelasi antar variabel independen dengan memgkganVariance Inflation
Factor (VIF). Jika nilai tolerance value diatas 0,10 atalai Variance Inflation
Factors (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi multikolingas (Ghozali, 2006).

Hasil uji multikolinearitas pada tabel berikut:
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Tabd 4.7
Tabel Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients®
Unstandardizeq Standardize Collinearity
Coefficients | Coefficients Statistics
Std. _
Model B Error Beta t | Sig.Tolerancd VIF
1 (Constant) -25.60¢4 35.399 -.723 471
PAD 1.043 541 121 1.93(0 .050 .81Q 1.235
DAU .882 .072 .76412.279 .000 .81 1.234

a. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng
Sumber: Data yang diolah, 2010

BerdasarkanT abel 4.7 tersebut di atas terlihat bahwa seluruh variabel

independen yaitu PAD dan DAU memiliki angkériance Inflation Factors

(VIF) di bawah 10 dengan angka tolerance yang makkan nilai lebih dari 0,1.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yarigenéuk tidak terdapat

adanya gejala multikolinearitas antar variabel petwlen dalam model regresi.

4.3.2.3Hasil Uji Autokolerasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan sjfatistik Durbin

Watson. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 samagfy berarti tidak

terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), unto&ndeteksi ada atau tidaknya

autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (I2¥%Y).

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokoleras
Model Summary®

Adjusted R | Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate|Durbin-Watsoh
1 828 .684 .68(0 85.94268 1.803

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD
b. Dependent Variable: B.tdk.Lhgsng
Sumber data diolah, 2010
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Nilai DW sebesar 1,802, nilai ini akan dibandinnglégengan nilai tabel
menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 102 dah jumlah variabel
independen 2 (k=2). Nilai DW 1,802 lebih besar datas atas (du) 1.71 dan
kurang dari 2,28 (4-du), maka dapat disimpulkanwzakidak bisa menolak HO
yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif ategatif (sesuai tabel
keputusan) atau dapat disimpulkan tidak ada ausbksir
4.3.2.4Hasil Uji Heterokedasitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengujakai dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residsemtu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari resicatal gengamatan ke pengamatan
lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jik@beda disebut
Heteroskedisitas. Model regresi yang baik adalaty ydomoskedasitas atau tidak
terjadi Heteroskedisitas karena datassection mengandung berbagai ukuran
(kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 2006).

Di dalam pengujian heteroskedasitas pada pemeiniadidasarkan pada
Scatterplot. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh g&aéikerplot
sebagai berikut:

Gambar 4.4

Scatterplot

Dependent Variable: B.tdk.Lngsng
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Sumber: Data yang diolah, 2010
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Berdasarkan grafilScatterplot terlihat titik menyebar secara acak, tidak
membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atatuteserta titik tersebar di atas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demiapat dikatakan bahwa

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada madgesi.

4.4 Hasll AnalisisRegres Linier Berganda
4.4.1 Alokas Belanja Langsung

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.0&ifalows adalah
sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi

Hasil nilai adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui

besarnya struktur modal yang dipengaruhi oleh batigariabel bebasnya.

Tabel 4.9
M odel Summary®

Adjusted R | Std. Error of the
Model] R R Square Square Estimate

1 .675] .455 444 46.349560
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD
b. Dependent Variable: B.Insng

Sumber: Data yang diolah, 2010

Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa bahwa koefisidarrdmasi yang
ditunjukkan dari nilaiadjusted R? sebesar 0,444 hal ini berarti 44,4% variasi
belanja langsung dapat dijelaskan oleh variasi Kedua variabel independen
yaitu PAD dan DAU. Sedangkan sisanya (100% - 44:4%b,6 %) dijelaskan

sebab yang lain diluar model.
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2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihgiakah secara
keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh Ymergiakna terhadap

variabel terikat. Dari hasil pengujian simultanetipleh sebagai berikut :

Tabel 4.10
Uji F
ANOVA®
Model Sum of Squareg df Mean Square F Sig.
1 Regression 177748.28 2 88874.14 41.37( .000H
Residual 212679.88 99 2148.281%
Total 390428.17 101

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD
b. Dependent Variable: B.Insng

Sumber: Data yang diolah, 2010

Tabel 4.10 menunjukkan hasil perhitungan statisfikF sebesar 41,370
dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jeldih kecil dari 0,05 yang
berarti secara simultan seluruh variabel indeperi®®D dan DAU berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel belanja langsDengan demikian model
regresi ini dapat menjelaskan PAD dan DAU secaraamea-sama berpengaruh
terhadap belanja langsung.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statiktf)

Untuk menentukan pengaruh masing — masing variaebhs terhadap

variabel tergantung di gunakan uji t. Dari hasilnggian analisis regresi

sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hisetgagai berikut :
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Tabd 4.11
Ui T
Coefficients®
Unstandardized Standardize( Collinearity
Coefficients | Coefficients Statistics
Std. .
Model B Error Beta t |Si9.{Tolerancqd VIF
1 (Constant)|100.93§ 19.091 5.287.000
PAD 1.325 .292 .374 4.545.000Q .81 1.234
DAU .198 .039 421 5.104.00d0 .81 1.234

a. Dependent Variable: B.Insng

Sumber: Data yang diolah, 2010

Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkahvia dua variabel yang
dimasukkan dalam model signifikan mempengaruhukaaso belanja daerah.
Variabel tersebut adalah Pendapatan Asli DaerajRian Dana Alokasi Umum
(DAU). Kedua variabel tersebut menunjukkan ting&anifikan sebesar 0,000
dan 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikay5.
Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persanthdawah ini:

Alokas belanjalangsung = 100,935 + 1,325PAD + 0,198DAU

Persamaan tersebut dapat di artikan:

« Konstanta sebesar 100,98%enyatakan bahwa jika tidak ada variabel
independen dianggap konstan (X1=0, X2=0), maka aasliokelanja
langsung tiap daerah sebesar 100,935.

» Koefisien regresi PAD bertambah positif sebesa3, artinya apabila
terjadi perubahan DAU sebesar 1% akan menaikkaanjaellangsung

sebesar 1,325 atau 13,25%.
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« Koefisien regresi DAU bertambah positif sebesa©8,lartinya apabila
terjadi perubahan variabel DAU sebesar 1% akan ikiara belanja
langsung sebesar 0,198 atau 19,8%

4.4.2 Alokas Belanja Tidak Langsung
Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.0&ifalows adalah
sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi

Hasil nilai adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui
besarnya struktur modal yang dipengaruhi oleh batigariabel bebasnya.

Tabel 4.12
M odel Summary®

Std. Error of the
Model R R Square |Adjusted R Squa Estimate

1 .828} .686 .680 85.942687
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng
Sumber: Data yang diolah, 2010

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa bahwa koefisg@rrdinasi yang
ditunjukkan dari nilakdjusted R? sebesar 0,680 hal ini berarti 68% variasi belanja
langsung dapat dijelaskan oleh variasi dari kedarealel independen yaitu PAD
dan DAU. Sedangkan sisanya (100% - 68% = 32%)adik@n sebab yang lain

diluar model.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihggtakah secara
keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh Ymergiakna terhadap

variabel terikat. Dari hasil pengujian simultanetipleh sebagai berikut :
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Tabd 4.13
Uji F
ANOVAP
Model Sum of Squareg df Mean Square F Sig.
1 Regression 1598326.72 2 799163.36 108.199 .000H
Residual 731228.39 99 7386.144
Total 2329555.12 101

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD
b. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng
Sumber: Data yang diolah, 2010

Tabel 4.13 menunjukkan hasil perhitungan statigjik- sebesar 108.198
dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jeldih kecil dari 0,05 yang
berarti secara simultan seluruh variabel indeperiR®D dan DAU berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel belanja tidahkg$ung. Dengan demikian
model regresi ini dapat menjelaskan PAD dan DAUasecbersama-sama
berpengaruh terhadap belanja tidak langsung.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statikti)

Untuk menentukan pengaruh masing — masing variabkbhs terhadap

variabel tergantung di gunakan uji t. Dari hasilnggian analisis regresi

sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hisetgagai berikut :

Tabd 4.14
Ui T
Coefficients®
Unstandardizeq Standardize Collinearity
Coefficients | Coefficients Statistics
Std. _
Model B Error Beta t | Si9.| Tolerancd VIF
1 (Constant)] -25.604 35.39§ -.723 471
PAD 1.043 541 121 1.93( .050 .8101.235
DAU .882 .072 764 12.279 .000 .8101.234

a. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng
Sumber: Data yang diolah, 2010
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Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkahvia dua variabel yang
dimasukkan dalam model signifikan mempengaruhukaao belanja daerah.
Variabel tersebut adalah Pendapatan Asli DaerajRian Dana Alokasi Umum
(DAU). Kedua variabel tersebut menunjukkan tingkagnifikan sebesar 0,050
dan 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikay®5.

Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persanthdawah ini:
Alokasi belanjatidak langsung = -25,606 + 1,043PAD + 0,882DAU
Persamaan tersebut dapat di artikan:

* Konstanta sebesar -25,606enyatakan bahwa jika tidak ada variabel
independen dianggap konstan (X1=0, X2=0), maka aalolbelanja
langsung tiap daerah sebesar -25,606.

« Koefisien regresi PAD bertambah positif sebesard3, @rtinya apabila
terjadi perubahan DAU sebesar 1% akan menaikkaanjaellangsung
sebesar 1,043atau 10,43%.

« Koefisien regresi DAU bertambah positif sebesai8B,8artinya apabila
terjadi perubahan variabel DAU sebesar 1% akan ikiara belanja

langsung sebesar 0,882 atau 88,2%

45 Hasl Pengujian Hipotesis
4.5.1 Alokas Belanja Langsung

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengarsdtu variabel
independen secara individual dalam menerangkamasiasariabel dependen

(Ghozali, 2006).
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Tabd 4.15
Ui T
Coefficients®
Unstandardize( Standardize(
Coefficients | Coefficients
Std. _
Model B | Error Beta t |Sig.
1 (Constant]100.935 19.091 5.287(.000
PAD 1.325| .292 .375 4.545|.000
DAU 198 | .039 421 5.106|.000

a. Dependent Variable: B.Insng
Sumber: Data yang diolah, 2010

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan mengenhipgtesis secara parsial dari

masing-masing variabel independen terhadap varddmnden, sebagai berikut:

H; : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pdsitifadap Alokasi Belanja
Langsung (abl).

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka gigngi untuk variabel
Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,000. Nilai inihlekecil dari tingkat
signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkahwa Pendaptan Asli
Daerah secara individual mempengaruhi belanja larggsdan dapat disimpulkan
hipotesis 1 diterima.

Hs : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif @alhp Alokasi Belanja
Langsung (abl).
Pada output regresi menunjukkan bahwa angka dignsi untuk variabel
Dana Alokasi Umum sebesar 0,000. Nilai ini lebiltikdari tingkat signifikansi

sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dalokasi Umum
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berpengaruh secara individual mempengaruhi beldamgsung, dan dapat
disimpulkan hipotesis 3 diterima.
4.5.2 Alokas Belanja Tidak Langsung

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengarsdiu variabel
independen secara individual dalam menerangkamasiakiariabel dependen
(Ghozali, 2006).

Tabel 4.16
Uji T

Coefficients

Unstandardize( Standardize(
Coefficients | Coefficients

Std. |
Model B | Error Beta t | Sig.

1 (Constant}-25.604 35.39§ - 723 .471
PAD 1.043 .54} 121 1.930 .050
DAU .88 .0772 768 12.279 .000

a Dependent Variable: B.tdk.Lngsr
Sumber: Data yang diolah, 2010

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan mengenhipgtesis secara parsial dari
masing-masing variabel independen terhadap varddmnden, sebagai berikut:
H. : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pdsitifadap Alokasi

Belanja Tidak Langsung (abtl).

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka gigngi untuk variabel
Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,050. Nilai inihlekecil dari tingkat
signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkahwa Pendaptan Asli
Daerah secara individual sangat mempengaruhi l@elEmjgsung, dan dapat

disimpulkan hipotesis 2 diterima.
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Hs : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif edap Alokasi Belanja
Tidak Langsung (abtl).
Pada output regresi menunjukkan bahwa angka gigngi untuk variabel
Pada output regresi menunjukkan bahwa angka digngi untuk variabel Dana
Alokasi Umum sebesar 0,000. Nilai ini lebih kealridtingkat signifikansi sebesar
0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alddasim berpengaruh secara

individual mempengaruhi belanja tidak langsung, dapat disimpulkan hipotesis

4 diterima.
Tabe 4.17
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis
No. Hipotesis Hasil Uji

H, | Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pasiditerima
terhadap Alokasi Belanja Langsung (abl).
H, | Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pasiditerima
terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (abtl).
H; | Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif ternad®iterima
Alokasi Belanja Langsung (abl).
H, | Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadaDiterima
Alokasi Belanja Tidak Langsung (abtl).

4.6 Pembahasan Hipotesis
4.6.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan alokasi belanja daerah
4.6.1.1 Belanja L angsung

Hipotesis pertama menyatakan bahwa "Pendapatan Destrah (PAD)

berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja dsamg (abl)". Hasil pengujian
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statistik menunjukkan tingkat signifikan Pendapafest Daerah sebesar 0,000
yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sefga dapat membuktikan bahwa
PAD berpengaruh positif terhadap belanja langstiagil penelitian ini sesuai
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh lilikokul mala dan Dwi Asti
Septiana (2008), yang menemukan bahwa secara Ip&&a berpengaruh
signifikan terhadap belanja modal. Dengan pemahabadmwa apabila belanja
modal menurun maka dapat dipastikan bahwa belamgstng juga akan
menurun karena belanja modal merupakan bagiampdda belanja langsung.

Pernyataan Friedmen (1978) dalam Bambang Prak@)2nenyatakan
bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan lzela@erah sehingga
akhirnya akan memperbesar defisit. Hal ini disebabkarena Pendapatan Asli
Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daii dhasrah itu sendiri,
misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Beaihn Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dia Parusahaan Daerah dan
lain-lain Pendapatan Yang Sah (Mardiasmo, 20@&perti yang di ketahui
belanja langsung merupakan bagian dari balanjaala&esuai dengan hasil
penelitian diatas, maka semakin besar PendapatihrDAsrah yang diperoleh
maka akan semakin besar pula dana yang harus wikaal lewat belanja
langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program
pembangunan daerah
4.6.1.2 Belanja Tidak Langsung

Hipotesis kedua menyatakan bahwa "Pendapatan Aaéirdd (PAD)

berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidaigsung (abtl)". Hasil
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pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikdendapatan Asli Daerah
sebesar 0,05 sama dengan tingkat signifikan O,0lhgga dapat membuktikan
bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanj&ktidagsung.Penulis belum
menemukan peneliti terdahulu tentang pengaruh Péfbatlap belanja tidak
langsung. Namun penulis hanya menemukan penelérdahulu oletMaemunah
(2006) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Déengiengaruh positif dan
signifikan terhadap belanja daerah. Seperti yarigtdihui belanja tidak langsung
merupakan bagian dari balanja daerah.

Pernyataan Friedmen (1978) dalam Bambang PraR@€4 ) menyatakan
bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan lzela@erah sehingga
akhirnya akan memperbesar defisit. Hal ini disebabkarena Pendapatan Asli
Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daii dhasrah itu sendiri,
misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Beaichn Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan diaa Parusahaan Daerah dan
lain-lain Pendapatan Yang Sah (Mardiasmo, 20@&perti yang di ketahui
belanja tidak langsung merupakan bagian dari baldagrahSesuai dengan hasil
penelitian diatas, maka semakin besar PendapatihrDAsrah yang diperoleh
maka akan semakin besar pula dana yang harusutkaallewat belanja tidak
langsung untuknelaksanakan programa-program pemerintah.

4.6.2 Hubungan Dana Alokas Umum dengan alokasi belanja daerah
4.6.2.1 Belanja L angsung
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa "Dana Alokasi m(DAU)

berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langs(abl)". Hasil pengujian
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statistik menunjukkan tingkat signifikan Dana Alsk&mum sebesar 0,000 yang
lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehinggapdt membuktikan bahwa DAU
berpengaruh positif terhadap belanja langstiegil penelitian ini sesuai dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Puspitai 8an Idhar Yahya (2009)
dalam Puspita Sari (2009), yang menemukan bahwaraseparsial DAU
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadgbanja modal. Dengan
pemahaman bahwa apabila belanja modal menurun dagiat dipastikan bahwa
belanja langsung juga akan menurun karena belaoglinmerupakan bagian dari
pada belanja langsung.

Pernyataa\bdul Halim (2009)menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum
merupakan transfer yang besifat umum dari PemériRtesat kepada Pemerintah
Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal ydregtujuan utama
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. $esugin hasil penelitian
diatas, maka semakin tinggi Dana Alokasi Umum vyaigeroleh Pemerintah
Daerah dari Pemerintah Pusat, maka akan semalggi tpula alokasi belanja
langsung.
4.6.2.2 Belanja Tidak Langsung

Hipotesis keempat menyatakan bahwa "Dana AlokasiutdmDAU)
berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidaangsung (abtl)". Hasil
pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikBana Alokasi Umum sebesar
0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,68hingga dapat membuktikan
bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanjaktidagsung.Penulis belum

menemukan peneliti terdahulu tentang pengaruh DAthadap belanja tidak
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langsung. Namun penulis hanya menemukan penelérdahulu oletMaemunah
(2006) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruliifpmsiara Dana Alokasi
Umum terhadap belanja daeratasil penelitian ini mendukung dari pada hasil
penelitian Maemunah (2006) adalah DAU berpengarositip dan signifikan
terhadap belanja daerah. Seperti yang di ketahlanjee tidak langsung
merupakan bagian dari balanja daerah.

PernyataarAbdul Halim (2009)menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum
merupakan transfer yang besifat umum dari PemériRtssat kepada Pemerintah
Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal ydregtujuan utama
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. $esugn hasil penelitian
diatas, maka semakin tinggi Dana Alokasi Umum vyaigeroleh Pemerintah
Daerah dari Pemerintah Pusat, maka akan semalggi tpula alokasi belanja

tidak langsung.



BABV

PENUTUP

51 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PextdapAsli Daerah
berpengaruh positif terhadap alokasi belanja dadPamerintah Daerah
yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk kaki belanja
daerahnya juga semakin tinggi.

2. Berdasarkan hasil penelitian diperolen bahwa Darlakasi Umum
berpengaruh positif terhadap alokasi belanja thagP@merintah Daerah
yang memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk kasi belanja
daerahnya juga semakin tinggi.

5.2 Keterbatasan Penelitian
1. Peneliti hanya mengambil 2 variabel independenuyRiéndapatan Asli

Daerah dan Dana Alokasi Umum.

2. Periode penelitian ini dibatasi hanya dari tahu@72@008 sampai dengan

tahun 2009

5.3 Saran
1. Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Retake Daerah
diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber PatataAsli Daerah
baik secara intensifikasi maupun extensifikasi kntmeningkatkan

pendapatan daerah, demikian juga Pemerintah Daagdr terus

70
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mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umamagksimal

mungkin.

. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memp®yak sensus yang
digunakan agar hasilnya lebih representatif terhautgoulasi yang dipilih.
Dan mengambil sempel selain kabupaten dan kotg gda di Provinsi
Jawa Tengah.

. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan dptdiharapkan lebih
lengkap dan bervariasi dengan menambah variabepamtien lain baik
ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemériltaerah lainnya,
maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan petak, kondisi

makro-ekonomi.
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Lampiran 1

L aporan Realisasi PAD

No. Daerah PAD
2007 2008 2009
1 | Kab. Banjarnegara 36.524 41.909 49.599
2 | Kab. Banyumas 83.305 89.086 101.414
3 | Kab. Batang 25.614 29.990 36.518
4 | Kab. Blora 30.732 45.377 50.000
5 | Kab. Boyoldli 43.201 53.787 65.124
6 | Kab. Brebes 34.121 45.819 65.081
7 | Kab. Cilacap 63.269 71.290 100.784
8 | Kab. Demak 29.903 32.271 41.866
9 | Kab. Grobogan 39.096 44.648 46.891
10 | Kab. Jepara 53.900 55.951 72.718
11 | Kab. Karanganyar 48.716 54.224 64.017
12 | Kab. Kebumen 50.752 53.940 61.130
13 | Kab. Kendal 52.394 60.462 62.627
14 | Kab. Klaten 40.776 51.335 59.156
15 | Kab. Kudus 52.727 56.442 71.405
16 | Kab. Magelang 60.388 70.945 69.555
17 | Kab. Pati 55.576 57.506 70.624
18 | Kab. Pekalongan 31.523 41.228 48.132
19 | Kab. Pemalang 45.047 51.928 53.659
20 | Kab. Purbalingga 43.770 56.222 68.866
21 | Kab. Purworgo 39.899 39.501 47.481
22 | Kab. Rembang 51.050 47.343 56.755
23 | Kab. Semarang 63.804 69.439 90.188
24 | Kab. Sragen 50.591 54.013 57.450
25 | Kab. Sukoharjo 37.533 43.082 45.132
26 | Kab. Tegal 50.598 52.751 67.133
27 | Kab. Temanggung 34.987 36.697 39.993
28 | Kab. Wonogiri 42.735 41.529 60.943
29 | Kab. Wonosobo 26.553 31.513 45.003
30 | KotaMagelang 28.720 33.989 49.374
31 | Kota Pekalongan 22.447 21.757 22.545
32 | Kota Salatiga 30.425 34.301 38.991
33 | Kota Semarang 231.884 | 236.882 259.411
34 | Kota Surakarta 86.345 95.039 106.759
35 | KotaTegal 58.870 59.021 65.269

(dalam jutaan rupiah)




Lampiran 2

L aporan Realisasi DAU

DAU

No. Daerah 2007 | 2008 2009
1 | Kab. Banjarnegara 452.544 | 488.707 504.765
2 | Kab. Banyumas 654.154 | 702.152 735.161
3 | Kab. Batang 362.659 | 401.575 416.413
4 | Kab. Blora 447.775 | 478.260 487.316
5 | Kab. Boyolali 528.784 | 571.498 586.021
6 | Kab. Brebes 657.982 | 716.426 716.603
7 | Kab. Cilacap 671.263 | 754.599 782.157
8 | Kab. Demak 438.288 | 483.239 488.814
9 | Kab. Grobogan 563.699 | 615.030 614.891
10 | Kab. Jepara 461.230 | 505.642 522.070
11 | Kab. Karanganyar 459.156 | 506.156 517.670
12 | Kab. Kebumen 585.365 | 616.395 638.804
13 | Kab. Kendal 453.755 | 490.895 512.809
14 | Kab. Klaten 694.207 | 744.677 726.192
15 | Kab. Kudus 421.953 | 460.541 471.869
16 | Kab. Magelang 548.521 | 588.002 596.438
17 | Kab. Pdti 559.748 | 603.264 621.169
18 | Kab. Pekalongan 411.159 | 465.324 475.256
19 | Kab. Pemalang 530.443 | 561.313 577.865
20 | Kab. Purbaingga 416.181 | 450.743 462.110
21 | Kab. Purworegjo 471.735 | 515.796 526.630
22 | Kab. Rembang 361.876 | 398.411 407.159
23 | Kab. Semarang 455.990 | 493.166 508.705
24 | Kab. Sragen 513.575| 551.266 551.913
25 | Kab. Sukoharjo 460.662 | 498.936 509.733
26 | Kab. Tegd 550.407 | 606.452 624.992
27 | Kab. Temanggung 389.124 | 421.056 430.276
28 | Kab. Wonogiri 556.870 | 598.933 614.599
29 | Kab. Wonosobo 389.518 | 427.667 431.743
30 | KotaMagelang 235917 | 256.525 256.734
31 | Kota Pekalongan 235.899 | 264.052 265.366
32 | Kota Salatiga 212.614 | 225.385 236.696
33 | Kota Semarang 586.736 | 634.864 687.629
34 | Kota Surakarta 374500 | 420912 435.471
35 | KotaTegal 220.303 | 236.194 241.785

(dalam jutaan rupiah)




Lampiran 3

L aporan realisasi Belanja daerah tahun 2007

BELANJA

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA BAGI HASIL

BELANJA BANTUAN

BELANJA

BELANJA LANGSUNG

No. Dagerah BELANJA |TIDAK BELANJA BELANJA|BELANJA|BELANJA BELANJA 1KEPADA KEUANGAN K EPADA TIDAK BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA|
LANGSUNG PEGAWA BUNGA |suBsiDI |HIBAH BANTUAN |PROVINSI/KABUPATEN/|PROVINSI/K ABUPATEN/| TERDUG LANGSUNG PEGAWAI BARANG MODAL
| SOSIAL KOTA DAN KOTA DAN A DAN JASA
PEMERINTAHAN DESA |IPEMERINTAHAN DESA
2007
1 |Kab. Banjarnegara 620.943 405.474| 330.145 22.620 51.708 1.000 215.470 23.343 64.118( 128.008
2 |Kab. Banyumas 866.677 597.839( 502.408 107 45.128 438 43.759 6.000 268.837 51.464 105.601| 111.772
3 |Kab. Batang 529.407 303.427( 247.523 358 3.005 7.857 18.175 24.509 2.000 225.980 46.842 63.467( 115.671
4 (Kab. Blora 637.082 396.927( 338.724 24.431 31.546 2.225 240.155 26.415 81.855( 131.884
5 |Kab. Boyolai 693.115 446.086|  380.595 75 9.448 11.913 1.196 33.782 9.078 247.029 29.999 105.475| 111.554
6 |Kab. Brebes 916.849 546.504( 435.635 569 51.757 92 46.018 12.433 370.345 53.436 125.965| 190.944
7 |Kab. Cilacap 894.516 530.656 458.877 80 27.800 5.343 35.055 3.500 363.860 55.370 105.711|  202.779
8 |Kab. Demak 636.275 359.316( 286.188 36.999 887 35.239 4 276.959 34.814 86.915( 155.229
9 |Kab. Grobogan 739.195 430.010| 381.492 266 450 25.250 800 19.715 2.037 309.185 45.131 110.648| 153.407|
10 |Kab. Jepara 611.500 345,948 265.262 300 56.034 22.352 2.000 265.553 46.252 84.573( 134.727
11 [Kab. Karanganyar 632.500 405.232|  329.283 959 220 32.572 2.883 34.315 5.000 227.268 38.054 86.120( 103.094]
12 [Kab. Kebumen 883.424 498.827|  406.904 110 25.290 16 63.007 3.500 384.597 45.958 95.914( 242.725
13 |Kab. Kendal 631.571 358.231( 320.883 15.318 21.655 375 273.340 26.562 114.195| 132.584
14 |Kab. Klaten 873.587 617.060( 518.290 36.133 849 58.229 3.559 256.527 20.875 86.876( 148.776
15 |Kab. Kudus 654.273 349.374( 297.832 5.840 1.250 20.934 10.302 1.912 10.953 350 304.899 37.440 149.216| 118.243
16 |Kab. Magelang 791.818 479.729|  401.611 146 3.245 71.227 3.500 312.089 28.358 148.907| 134.825
17 |Kab. Peti 806.954 477.299|  430.711 14.201 556 24.237 7.595 329.654 35.071 122.152| 172.432
18 [Kab. Pekalongan 525.330 365.622( 276.562 238 59.885 50 25.747 3.140 159.709 29.916 64.594 65.199
19 |[Kab. Pemalang 643.960 328.941 278.826 16.242 1.080 27.020 5.772 315.019 49.969 108.385| 156.665
20 |Kab. Purbalingga 570.961 357.671( 300.375 70 15.760 38 37.427 4.000 213.290 19.651 91.636( 102.003
21 |Kab. Purworejo 618.099 429.650|  373.352 200 7.500 18.815 595 26.188 3.000 188.449 14.652 64.201( 109.596
22 |Kab. Rembang 565.692 316.001( 234.741 100 49.087 0 27.782 4.291 249.691 35.270 64.055( 150.367
23 |Kab. Semarang 674.034 372,999  319.450 117 19.163 8.832 467 22.970 1.999 301.035 35.466 120.022| 145.546
24 |Kab. Sragen 707.066 437.686|  393.256 19.606 563 21.001 3.260 269.381 34.049 78.830( 156.502
25 |Kab. Sukoharjo 616.795 371.851 371.851 244.944 38.401 109.752 96.790)
26 |Kab. Tegal 717.616 403.728|  329.607 383 28.358 30.380 15.000 313.888 55.804 97.208( 160.876
27 |Kab. Temanggung 519.948 312.602( 237.072 1.870 423 10.839 16.843 82 43.473 2.000 207.346 27.079 67.476( 112.791
28 |Kab. Wonogiri 716.890 493.385| 431.332 5.114 7.060 23.290 23.090 3.500 223.505 28.896 100.109 94.500
29 |Kab. Wonosobo 522.731 317.125( 262.677 12.869 3.978 33.600 4.000 205.606 17.932 61.219( 126.456
30 |Kota Magelang 323.171 168.941| 152.047 9.636 2.758 4.500 154.230 22.360 62.314 69.556
31 |Kota Pekal ongan 313.088 157.559| 115.453 120 31.503 5.827 4.656 155.529 17.470 68.481 69.577
32 |Kota Salatiga 283.951 158.922| 148.966 73 9.076 187 120 500 125.030 18.460 43.283 63.287
33 |Kota Semarang 1.238.237 613.414 544.607 55.236 4.015 6.556 3.000 624.823 70.746 360.999( 193.078
34 |Kota Surakarta 639.638 334.995( 283.368 2.561 35.504 12.562 1.000 304.643 57.484 94.819( 152.340]
35 |Kota Tegal 369.340 140.850| 136.267 506 75 2.002 2.000 228.490 38.591 86.346( 103.553

(dalam jutaan rupiah)



Lampiran 4

L aporan realisasi Belanja daerah tahun 2008

BELANJA

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA BAGI HASIL

BELANJA BANTUAN

BELANJA

BELANJA LANGSUNG

No. Daerah BELANJA |TIDAK BELANJA BELANJA|BELANJA|BELANJA BELANJA 1KEPADA KEUANGAN K EPADA TIDAK BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA|
LANGSUNG PEGAWA BUNGA |suBsiDI |HIBAH BANTUAN |PROVINSI/KABUPATEN/|PROVINSI/K ABUPATEN/| TERDUG LANGSUNG PEGAWAI BARANG MODAL
| SOSIAL KOTA DAN KOTA DAN A DAN JASA
PEMERINTAHAN DESA |IPEMERINTAHAN DESA
2008
1 |Kab. Banjarnegara 707.148 476.974| 398.471 5.500 16.438 54.013 2.552 230.174 23.287 81.737( 125.150]
2 |Kab. Banyumas 1.046.091 712.684( 595.001 8.742 58.406 438 47.097 3.000 333.407 62.602 125.349] 145.456
3 |Kab. Batang 603.586 352.313[ 287.643 358 2.150 11.606 2.400 46.656 1.500 251.273 54.097 69.302( 127.874
4 [Kab. Blora 841.778 493.121| 407.680 120 5.642 24.861 52.818 2.000 348.657 42.366 147.788| 158.503
5 |Kab. Boyoldi 788.925 506.267( 506.267 282.658 25.357 126.123| 131.178
6 |Kab. Brebes 1.038.723 632.007( 533.362 569 1.100 58.836 100 29.973 8.067 406.716 47.790 144.562| 214.364
7 |Kab. Cilacap 1.047.201 674.583[ 571.353 80 16.244 27.429 6 55.129 4.342 372.618 53.975 110.682| 207.961]
8 |Kab. Demak 708.194 455.461| 354.437 200 56.130] 1.803 39.891 3.000 252.733 31.516 112.249] 108.968
9 |Kab. Grobogan 833.353 500.931 445.694 266 400 27.233 741 24.560 2.037 332.422 46.509 139.790| 146.123
10 |Kab. Jepara 754.396 438.664| 346.839 12.250 50.705 7.500 19.370 2.000 315.732 42.044 115.850] 157.838
11 [Kab. Karanganyar 796.488 563.030( 451.297 1.862 80 18.491 43.521 3.170 39.609 5.000 233.458 30.809 73.880[ 128.769
12 |[Kab. Kebumen 911.892 566.632( 468.274 110 18.665 86 75.997 3.500 345.260 55.993 106.227] 183.040
13 |Kab. Kendal 771.433 464.458| 396.264 175 4.141 24.066 39.062 750 306.975 27.627 164.672| 114.676
14 |Kab. Klaten 1.015.523 726.974( 602.267 633 47.130 800 67.140 9.004 288.549 24.178 114.509] 149.862
15|Kab. Kudus 729.760 427.427| 368.892 112 2.000 26.942 10.664 1.914 15.953 950 302.333 31.510 120.309] 150.514
16 |Kab. Magelang 904.917 611.684( 496.346 146 24.056 19.490 68.146 3.500 293.233 21.872 149.370] 121.991]
17 |Kab. Peti 990.449 567.413( 497.848 10.652 13.757 780 32.978 11.398 423.036 40.859 172.570]  209.607|
18 |[Kab. Pekalongan 670.632 473.015| 348.444 238 89.604 250 31.079 3.400 197.617 29.950 79.810 87.857
19 |Kab. Pemalang 743.391 480.571| 414.793 503 1.000 9.056 1.080 49.139 5.000 262.820 54.786 94.634 113.400]
20 |Kab. Purbalingga 715.223 405.998| 337.997 70 750 16.207 38 47.936 3.000 309.225 24.402 104.879] 179.944
21 |Kab. Purworejo 710.537 499.156|  440.655 115 21.363 6.535 353 27.635 2.500 211.381 20.403 82.827( 108.151
22 |Kab. Rembang 596.094 355.628( 291.686 65 127 37.895 21.855 4.000 240.466 37.230 76.243[ 126.993
23 |Kab. Semarang 726.553 407.176]  350.009 117 18.239 7.940 83 29.788 1.000 319.377 40.937 115.626| 162.814
24 |Kab. Sragen 802.642 534.467( 483.044 2.827 17.666 608 28.072 2.250 268.175 33.085 82.368( 152.722
25 |Kab. Sukoharjo 720.414 438.139| 372.504 146 16.278 1.058 47.153 1.000 282.275 50.095 115.627] 116.553
26 |Kab. Tega 869.416 519.786( 412.071 383 14.221 30.654 973 46.484 15.000 349.630 66.574 90.656 192.400
27 |Kab. Temanggung 594.489 379.955[ 285.526 1.860 99 13.304 26.701 43 52.172 250 214.534 26.997 64.362 123.175
28 |Kab. Wonogiri 828.131 560.579 466.617 770 6.978 7.257 23.133 50.624 5.200 267.552 32.206 109.018| 126.328
29 |Kab. Wonosobo 616.555 385.917( 315.359 7.572 2.428 58.558 2.000 230.638 21.147 62.374 147.117
30 |Kota Magelang 416.823 169.562| 154.377 5.315 5.080 290 4.500 247.261 26.104 103.682| 117.475
31 |Kota Pekal ongan 390.248 193.332] 169.876 8.066 4.000 7.295 4.095 196.916 25.073 94.349 77.494]
32 |Kota Salatiga 1.098.481 877.046( 869.652 73 6.514 307 500 221.435 25.346 51.687( 144.402
33 |Kota Semarang 1.351.845 650.620( 600.538 3.850 5211 30.506 7.515 3.000 701.225 75.006 461.945| 164.274]
34 |Kota Surakarta 765.306 408.110] 365.057 2.561 27.542 11.950 1.000 357.196 59.217 131.002| 166.977|
35 |Kota Tegal 406.025 177.860] 163.003 506 9.002 3.349 2.000 228.165 51.946 85.644 90.575

(dalam jutaan rupiah)



Lampiran 5

L aporan realisasi Belanja daerah tahun 2009

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA BAGI HASIL

BELANJA BANTUAN

BELANJA LANGSUNG

E,E,;:,L\UA BELANJA BELANJA |KEPADA KEUANGAN KEPADA  |SE-ANJAIBEL ANJA BELANJA
No. Daerah BELANIA L ANGSUNG|PEGAWA EE;QL‘\JA EEEQ'SJIA EIEBL:F';UA BANTUAN |PROVINSI/K ABUPATEN/ PROVlNa/KABUPATEN/PE?:I‘DTJG LANGSUNG SEEQW:I BARANG ,\B/IEOLS::_JA
[ SOSIAL  [KOTA DAN KOTA DAN A DAN JASA
PEMERINTAHAN DESA [PEMERINTAHAN DESA
2009
1 |Kab. Banjamegara | 720.036]  527.431] 453421 2.480]  14.408 54.592 2531  201.605] 26.168]  72.973] 102.464
2 [Kab. Banyumas 1112316  718.120] 633496 823]  34.013 47.423 2.365|  394.196] 48519] 161668] 184.009
3 [Kab. Batang 611.716]  399.678] 333.596 358] 4149  7.609 6.142 47.823 212.038] 42351  74.828] 94.859
4 |Kab. Blora 871.720]  591.472|  466.000 120 9.837]  40.890 73.376 1250  280.257] 28340 121.842] 130.076
5 [Kab. Boyolali 880.086]  654.704] 579.259 75 2304 26305 5.869 37.042 3850  226382] 11.969]  76.683] 136.725
6 [Kab. Brebes 1043264 716.006] 628.674 569 250  1110[ 61598 50 19.755 4000  327.258]  28.995] 132.719] 165.544
7 [Kab. Gilacap 1142689  824.872] 675.207 80 66.770  19.302 5.760 54.252 3500  317.817] 62593  134.373] 120.851
8 [Kab. Demak 730.360]  474574] 392.244 3012[ 31485 2172 43.660 2000  264.786] 20082  73577] 171127
9 [Kab. Grobogan 817.577]  542.342] 484.183] 5124 10.246]  17.012 741 22.536 2500  275.235]  41379] 117.296] 116560
10|Kab. Jepara 804.539]  491.121] 409.765 7.006] 42590 7.970 21.700 2000  313418] 43850 141559] 128.009
11 |Kab. Karanganyar 790.688]  582.328] 482688 2104 3172 37.698 2.000 49.667 5000  217.360] 35.982]  81.089] 100.289
12[Kab. Kebumen 993.217]  678.680 581.996 38 150] 30367 984 64.645 500 314537 46.919]  92.866] 174.752)
13|Kab. Kendal 799.716]  520.678]  444.200 175 3103  28.840 41.810 2550  279.038]  27.228] 155567]  96.243
14|Kab. Klaten 1.023.033]  808.683] 711.909 3604 4149 397 46.786 4491 214350 14.903]  90.624[ 108.823
15|Kab. Kudus 900.715]  505.978] 435,612 112] 2000 19.806] 24913 2.154 20.082 1300  394737] 27.634 138.705] 228.399
16|Kab. Magelang 011.934]  685.442] 573.826 60 15722] 26116 68.217 1500  226492] 15925  92.772] 117.794
17|Kab. Pati 985.496]  646.875 563.871 16.226] 11572 780 44.873 9553  338621] 19261 163.656] 155.704
18|Kab. Pekalongan 697.220] 481816 410.052 238 42.052 250 28.225 1000  215413] 36205  76.997] 102.120
19|Kab. Pemalang 760.848]  508.803] 442512 503 6506] 13618 1784 41.206 2675 261045 53942 125801] 81.213
20]Kab. Purbalingga 702.705]  444.736] 378.172 70 750 3796 13165 38 46.745 2000  257.969] 10678 103.444] 134.848
21]Kab. Purworejo 754.722]  573.895] 504.215 115 24.202 5.035 353 37.476 2500  180.827] 20654  66.874]  93.300
22]Kab. Rembang 593.546]  418.948] 354.347 1.445 7.100]  34.024 19.981 2051  174598]  27.246]  58.728] 88623
23Kab. Semarang 787.323]  483.933]  431.660 20 117] 12,607 8.040 172 35.317 1000  208390] 35435 138771 124.183
24]Kab. Sragen 810.435]  563.119] 516.253 1418] 13916 757 28.143 2633  247.316] 20.162]  97.948] 120.207
25]Kab. Sukoharjo 740.005]  525.920]  466.003 9% 1635 23707 1.058 32.421 1000  214085] 33937  87.711] 92437
26|Kab. Tegal 913.245] 585670 497.593 369 88|  30.366 973 41.482 5000  327.575] 46438 110.053] 171.083
27|Kab. Temanggung 600.738]  447.937] 347.015 860 41.644 9.801 25 47.050 1541 161801 19145  54.003] 83563
28]Kab. Wonogiri 977.243]  687.208] 595.166 570 10426 6.506 23.229 48.812 2500  290.035]  42.170] 117.678] 130.188
29]Kab. Wonosobo 632.221]  427.182] 360.436 10.515 2.493 52.738 1000  205.039 6.085|  66.780] 132.166
30[Kota Magelang 471.235]  264.254]  209.629 7.125]  45.000 2500  206.981] 25507 85635 95.839
31]Kota Pekalongan 390.965]  219.975] 184.658 16.733 4.000 12.055 2529 170990  22635]  77.799] 70,555
32[Kota Salatiga 430.982]  206.565]  192.000 4.878 8.880 307 500 224417  20.109] 61552 142.757
33]Kota Semarang 1604782  859.335] 759.995 650 20.946]  76.244 1500  745447] 104.056] 366.861] 274530
34]Kota Surakarta 842.537] 491285 399.964]  2.561 62780  14.981 10.000 1000  351.252]  39.283] 121571 190.399
35|Kota Tegdl 478.916]  207.938] 191.245 317 9.045 5.831 1500  270.978]  28.783] 113.314] 128.880

(dalam jutaan rupiah)
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Hasil Output SPSS Belanja L angsung

Variables Entered/Removed®

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 DAU, PAD? .|Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: B.Insng

Model Summary®

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 .675° .455 444 46.349560 2.112
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD
b. Dependent Variable: B.Insng
ANOVA®
Sum of

Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 177748.287 2 88874.143 41.370 .000%

Residual 212679.887 99 2148.282

Total 390428.174 101
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD
b. Dependent Variable: B.Insng

Coefficients?®
Unstandardized [Standardized Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Std. )

Model B Error Beta t | Si9. | Tolerance | VIF
1 (Constant) | 100.935| 19.091 5.287| .000

PAD 1.325 292 .375|4.545| .000 .810| 1.235

DAU .198 .039 .421(5.106[ .000 .810| 1.235

a. Dependent Variable: B.Insng



Coefficient Correlations?

Model DAU PAD
1 Correlations DAU 1.000 -.436
PAD -.436 1.000
Covariances DAU .002 -.005
PAD -.005 .085

a. Dependent Variable: B.Insng

Collinearity Diagnostics®

Dimensi Variance Proportions

Model on Eigenvalue | Condition Index (Constant) PAD DAU

1 1 2911 1.000 .01 .01 .01
2 .056 7.235 .23 .97 A1
3 .034 9.315 .76 .02 .89

a. Dependent Variable: B.Insng

Residuals Statistics?

Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Predicted Value 1.77346E2| 3.89214E2| 2.67758E2 41.950972 102
Std. Predicted Value -2.155 2.895 .000 1.000 102
Standard Error of Predicted
4.625 17.629 7.469 2.733 102
Value
Adjusted Predicted Value 1.78642E2| 3.96889E2| 2.67681E2 42.099666 102
Residual -
1.265601E2 .000000 45.888359 102
1.086297E2
Std. Residual -2.344 2.731 .000 .990 102
Stud. Residual -2.395 2.754 .001 1.005 102
Deleted Residual -
1.287002E2 .076273 47.255432 102
1.133965E2
Stud. Deleted Residual -2.455 2.851 .002 1.016 102
Mahal. Distance .015 13.620 1.980 2.416 102
Cook's Distance .000 .097 .010 .019 102
Centered Leverage Value .000 .135 .020 .024 102

a. Dependent Variable: B.Insng




Histogram
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: B.Insng
Dependent Variable: B.Insng
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Regression Standardized Predicted Value

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

PAD DAU

N 102 102
Normal Parameters® Mean 5.21814E1| 4.93757E2
Std. Deviation 1.758002E| 1.323042E

1 2

Most Extreme Differences  Absolute .081 .075
Positive .081 .075

Negative -.044 -.073

Kolmogorov-Smirnov Z .820 762
Asymp. Sig. (2-tailed) 512 .606

a. Test distribution is Normal.
b. calculated from data.
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Hasil Output SPSS Belanja Tidak Langsung

Coefficients®

Unstandardized |Standardized Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Model B |[Std. Error Beta t |Si9-| Tolerance | VIF
1 (Constant) | -25.606| 35.398 -.723|.471
PAD 1.043 541 .121( 1.930{.050 .810] 1.235
DAU .882 .072 .768(12.279(.000 .810] 1.235
a. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng
Variables Entered/Removed”®
Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 DAU, PAD? .|Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Model Summaryb

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 .828? .686 .680 85.942687 1.802
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD
b. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng
ANOVA®

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1598326.725 2 799163.363 108.198 .000%

Residual 731228.397 99 7386.145

Total 2329555.122 101

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng




Coefficient Correlations?

Model DAU PAD
1 Correlations DAU 1.000 -.436
PAD -.436 1.000
Covariances DAU .005 -.017
PAD -.017 292

a. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Collinearity Diagnostics®

Dimensi Variance Proportions

Model on Eigenvalue | Condition Index (Constant) PAD DAU

1 1 2911 1.000 .01 .01 .01
2 .056 7.235 .23 .97 A1
3 .034 9.315 .76 .02 .89

a. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Residuals Statistics?

Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Predicted Value 1.93683E2| 7.69481E2| 4.64378E2 125.797524 102
Std. Predicted Value -2.152 2.425 .000 1.000 102
Standard Error of Predicted
8.576 32.687 13.849 5.068 102
Value
Adjusted Predicted Value 1.73271E2| 7.63526E2| 4.64375E2 125.786371 102
Residual -
6.680546E2 .000000 85.087514 102
1.603551E2
Std. Residual -1.866 7.773 .000 .990 102
Stud. Residual -1.879 7.978 .000 1.011 102
Deleted Residual -
7.037747E2 .002580 88.763580 102
1.626253E2
Stud. Deleted Residual -1.904 13.285 .052 1.462 102
Mahal. Distance .015 13.620 1.980 2.416 102
Cook's Distance .000 1.135 .015 112 102
Centered Leverage Value .000 .135 .020 .024 102

a. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng




Frequency

Histogram

Dependent Wariable: B tdk.Lngsng
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Regression Standardized Residual

Scatterplot
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Observed Cum Prob Regression Standardized Predicted Value
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
PAD DAU
N 102 102
Normal Parameters® Mean 5.21814E1| 4.93757E2
Std. Deviation 1.758002E| 1.323042E
1 2
Most Extreme Differences  Absolute .081 .075
Positive .081 .075
Negative -.044 -.073
Kolmogorov-Smirnov Z .820 .762
Asymp. Sig. (2-tailed) 512 .606

a. Test distribution is Normal.
b. calculated from data.



